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BAE 1

FPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

" 4+ £

Sebagaimana diketahuil. bahwa 193 United Natioan
Comvention on the Law of the S5ea " ( Eonvensi Ferserikatan

lah melahirkan

m

Bangsa-Bangsa terntang Hukum Laut 1282 ), " t
ketentuan—ketentuan Hukum Internationpal baru tentang peng-
gunaan dan pemanfaatan laut, serta menimbulkan masalah dalam
pembagian wilayah khususnya Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas
Fantinen.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 telah dirati-
fikasi oleh Femerintah Republik Indonesia dengan Undang-ilndang
nomor 17 tahun 1985 tanggal I1 Desember, dan telah dideposita-—
kan ratifikasi tersebut padsa Sekertariat Jenderal Ferserikatan
Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Februari 1988, dengan demikian
keseluruhan pasal di dalam kKopvensi tersebut berlaku bagl
Indaonesia.

keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif vang diatur dalam
Fonvensi tersebut membawa dampak positif bagi negara pantal
terutama negara-negara berkembang, secara tidak langsung
menaébah hak dan kewajibam di wilayvah tersebut., Hal ini
disebabkan di wilayah tersebut banvak terdapat sumber kekavaan

hayati dan non havati vang tak ternilal harganyas  dalam




1

mendukung pemenuhan  kebutuhan hidup umat manusia.

Setelah Indonesia meratitikasi Fonvensi FEE
tentang Hukum Laut 1982 tersebut, diharapkan akan meng-
ambil langkah selanjutnva dalam bentuk pengimplemanatasian
ketentuan—-ketentuan FKonvensi FBE tentang Hukum Laut 1982

sacara Nasiaonal.

Eonvensi Hukum Laut 1982 telah memperjelas pem-
bagian wilayah laut menjadi jalur—jalur maupun kawasan—kawasan
vang berbeda—-beda.

1.2 Batasan Masalah.

Bertolak dari uraian tersebut diatss, maka banvak
permasalahan vyang timbul sehubungan dengan perluasan wilavah
perairan dan pemanfaatan sumber sumber kekavaan lauvt, maka
dalam penulisan ini hanva memfokuskan pada beberapa hal
sebagal berikut ini

1. Sejauh manakah VYurisdiksi negara pantal ter-
hadap terhadap pulau buatan dan ?nstalasi
menutrut Fonvensi Hukum Laut Internasional 1982,
Z. Sejauh manakah upaya pelestarian lingkungan
(Fencemaran) laut  sehubungan dengan adanya
pulau buatan) dan instalasi di ZEE menurut

Fonvensi Hukum Laut 1982.

1.3 Metode Penelitian.

Fenelitian dilakukan dengan cara menelaah lite-

ratur, majalan, makalah, Undang-Undang, Feraturan Femerintan




Konvensil Hukum Laut Internasional  dan karyva ilmian lainn.

varmg oertalian dengan TooDix Dahasan daiam penulizan Skrigs:
ini.
Fenilitian gilakukan dengan cara menelaan literatur,

majalah, makaiah, Undang-Undang, Feraturan Pemerintan FKonvensi
Hornvensi Hubkum Laut Inmternasional dan Earva ilmian lainmnnva,

yang bertalian ogengan topik banasan dalam penulisan bhripsi

int.

Selain itu genulls mengadakan Wawancara (interyizw)
derngan pihak wyang terkalt. Sslanjutnya CaTa  Yang  cerkumaul
dicsszleksi menurut reEapllitas dan wvaliditas, data ML

glanalisa secara kualitatirs dan ditulis secaras deskiriktif.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Fenelitian.
Fernulisan Skripsi inli. bertuluan wntuk menamoan
Danan bacaan Hukum Laut vang membanss masalan oerealtan dengasn

kegiatan pemanfaatan sumber kakayvaan di wilavanh perairan suatu

1]

negara, =serta  keberadaan owlauw buatan danm  instalas1  dalam

[

kaitannya dengan Hukum Laut Internasicnal maupun peruncang-
undangan Masicnal vang ada.

Di samoing 1:tu  tulisan 1inl mengaran seiring dengan
pesatnya arus informazi: secara globalisasi dewasa 101,
ditunjang dengan perkembangan ilmu pengstahuan dan  teknolool

T
-

i
J e

(IFPTEE) vang sSErba  cangcin (Sopht cael, vandg TENLLIAYA

dinarapkan Derguna bagl resan—rekan vang merndalami nubkam laos,




Tulizsan 1ini merupskan salabh satu svarat yvang penulis

{1

narus  selssaikan dalam mempsroleh gelar kesarjanaan dalam

bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universita

" 45 " Ujung Fandang sskaligus sebagail karya ilmian, penulis

persembahkan pada Almamater tercinta.

1.5 Sistematika Pembahasan.
Fenulisan Skrips: M sicstematika pembahasan
pernulis susun berdasarkan bat dan =sub bab vaitu sebacga:l

berikut : Bab pertama yvang merupakan pendahuluan dijelashkan
tentang latar EBelakang Masalah, Bataszan Masalah, Metods
Fensglitian, Tujuan Dan Manfaat Fenulisan.

Bab ke dua penulis menguraikan sejarah perkembangan pulau
buatan dan instalasi, vyang terdiri daril Debsrapa sub
bab vyaknii; Pengertian, Sejarah FPsrkembangan Serta Maksud
Fendirian Fulau Buatan [an Instalasi.

Bab ke tigs penulis menguraikan tentang . Eswenandan
Negara Fartai Sehubungan Dengan Fulau Buatan Dan Istalast
di ZEEI, vang terjadi dari : Status Flukum Fuliauw Buatan
Dan Instalasi, Hak Dan kKewajiban Sehubungan Fulau Buatan
Dan Instalasi.

Bab ke empat pernulis menguraikan tentang, Heberadaan
Fulau Buatan Dan Instalasi Dari Fepentingan Indonesia
yang terdiri  dari : Fengaturan Berdasarkan Hukum  pdasional
Indonesia. Fencemaran Merupakan bagian vang harus diper—

natikan.




EBEab ke lima merupakan penutup, penulis menarik
oeberapa  kesimpulan dati hasil peEmoanasan pada oab
terdahulu serta penulis mengajukan beberapa Saran—Saran,

Dagli penulis sangat perlu.




BAB 2
FENGERTIAN DAN SEJARAH FPERKEMBANGAN

FULAU BUATAM DAN INSTALASI

2.1 Pengertian.

it

Engertlan vang berkembang menyangkut istilah Fulau

Buatan dan Instalasi di lepas pantail mulal dibicarakan

sejak konprensi Hukum Laut Internasional 1730 di  Den Haaag
Megeri Belanda, namun belum mendapat perhatian dari para
peserta wakitu itu. Seningga hasil dari konprensi Hukum Laut
Internasional pertama 1730 tidak memuat tentang hal terssbut
di atas.

Dalam pertemuan kedua ke dua FEonprensi Husum Laux
Internasional tabhun 1253 di Jenewa, pembanasan meEnyangkut
Pulau RBuatan dan Instalasi di lepas pantai mulai mendapat
perhatian daril para persetrta, misalnya Frot. Frans Cois pe-
serta darl Ferancis dalam pertemuan ters=but, semat memper-—
masalahkan pengetian pulauw alamiah dan pulaw buatan serata

instalasi di lepas pantai.

Menurut Fro+. Framns Cols yvang dimaksud Fulau adalan
suatu daerah daratan vang dikelilingi air dan tetap berada
diatas permukaan pada pasang naik; ( serta dalam hal ini tidak
menutup kemungkinan daerah perairan yang dijamah tangan
manusia, sehinggs terbentuk suatu pulau  kecil vang di buat
dengan cara penimbunan dan  pemancangan tiliang beton kedalam
dasar laut ) yang dapat dikategorikan sebagai pulau buatan dan
instalasi. ( Soons Alfred.H.A. 199858, 7 ).

—




Disamping itu merurut Gideal bahwa

2levasi ( pengangkatan )} dasar laut

kelilingi di

nalk serta kondisi alamnya dapat dihuni

mengasimilasikan antara pulau

berada pada kondisi vang sama baik

fencmena alam  dan yang dilakukan dari

iSogons Altred.H.A. 1984, 13 ).

Dari

vang tepat menyangkut pulauw buatan danm

terdapat kesulitan dalam mendefenisian dan pengertian.

oulau
z=ecara alamian

permukaan altr pada saat

alamiah dan pulau
YANG

Jjerih

kedua pendapat di atas belum diperoleh

instalas:

adalah suatu
dan di-

DaGana
cleh manusia. Is
buatanm wvang
terbentuk  dari
payvah manusia.

batasan
sehingga,

Hrroses

terjadinya pulau buatan kadang tidak gampang memb=dakannya
dengan pulau alamiah. Misalnya jika suatu negara membangun
tanggul di laut, sehingga psir yang dibawa arus menumpuk

diatasnya, vang lama kelamaan terbentuk

1ni  dapat dikatakan pulau

ataukah pulauw buatan ini nampaknva tidak

Fonvensi Hubkum Laut 198Z.

Mamum

menjadi pulag
yang terbentuk

jelas,

hasgil dari konprensi Jenswa 1989
—

apakah

secara alamiah

diatur dalam

dapat mem-—

berikan gambaran mengenai pulau alamiah dan pulau buatan serta

instalasi misalnya pasal 10 (1) berbunyi s

maturally
which

is &
by water,

A island
=urrounded

pign—tide.

ig

Di samoing itu juga pasal S, 04)

" The installation referved to
necassary for exploitation and
MNatural resauc= she that not
installation arcoverred by this

formed

are solely

iandg
=t

ot
Wat @
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abovea
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Dengan demikian hasil pertemuan di  Jenewsa telah

mernetapkan k2tantuan menvanghkut keberadaan pulaw buatan  dan
instalasi—instalasi vyang tujuwannya urttuk  eksplorasi o&n
eksploitasi  sumber kEzkayaan nayati dan non  hayatl seria

kegliatan penelitian ilmiah lainnva, gl perairan tersebut

sehagalmana vang termaktub dalam pasal

Lh

(4} Fonprensi Jenswa
1985.

Sehubungan beberadasan pulaw buatan dan instala

mn

di daerah lepas pantail maka sebelum diadakan konprensi
1982 di Jamaika, banyak negara-—-negara mendginglnEan  adanva
ketentuan menyangkut kedua hal tersebut di atas dalam
konprensi. Misalnya, Sebuah perusahaan Belanda vang BDeErgerak
di btidang pengeruk dan pengoboran lepas pantal ( Company )
membicarakan hal terssbut dalam kertas kerja pada pertemuan
Nasional para Kontraktor Belanda tahun 1960, meminta agsr
supays hasil dari pertemuan Nasional dijadikan sebagai bahan
Fuijukan oleh pemerintah Belanda untuk mengikuti pertemuan pada
konprensi hubkum lawt intermnasional tahun 178Z.

Adapun hasil yang dirumuskan dari pertemuan Nasional
tersebut banhwa : pulau buatan meliputi konstruksi dengan cara
penimbunan { pasir, tanah danm krikil ) di wilayah perairan
lepas pantai, sedangkan instalasi meliputi konstruksi-
konstruksi yvang terbentul: dari baja/beton, di pancang ke dasar
laut wilavah tersebut.

Sehubungan  dengan  rumusan tersebut diatas mak =

—
i
1=
e
il
5
]
t

pemerinta menggunakan sebagail bahan ruivkan  da




kerija paaoa oartemuan di Jamaika. Ini diseoabkan Dara
kontraktor rasiocnalnyas  Juga pernan memdangun oulaw  buatan

dan imstalasi unituk kepentingan gelanda.

2

Menurut  Fro+.Dr. Mochtar Husumaatmais,D.H, hanwa
dalam memberikan defenisi pulau bustan tersepbut harus  kita
melinat cara terbentuknva suwatu pulauw buatan vang tidak

: s

terlepas darili jerih pava

h
pos

angan manusia yang mengaunakan 1imud

1=

pengatahuan dan teknologi, dengan meEmpernatili=an  LingHEUNgEan
disekitarnya, ( Mochtar Kusumaatmaja, 1971. 32

Sedangkan Frof. Fframs.c.likadia, menyatakan dalam
hal pemberian defenisi menvanghkut pulauy busatan dan  instalasi
tersebut di samping melihar dari segi campur  Langan MENUS1S

yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknelogi, harus melihat

vaktor =2konomis serta kelestarian lingkungan.

kedua pendapat tersebut diatas menandaskan  banws

terjadinya pulau buatan dan instalasi merupakan campur  Tangan

=

manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan  teknologi
seningga  dapat  membantu kepentingan pemantaatan  sumber  ke—
kayaan alam di perairan lepas pantal suatu negara. AEan tetap:1
vang menjadi masalah yvakni status pulaw buatan dan  instalasi
serta pengaruh keberadaannya terhadap wilayah perairan lepas
pantal suatu negara.

Negara-na

s=dang oerkembang  yang memi lin wilayah

|D
-
il

=1

laut menganggap Sangat mgnguntungkaﬂ adanya Fonvensi Higkam

It
]

Laut FRBRE (32, vang merucssan Dasll  vYang sangar meEnak jubsan
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macs Ho

Jenswa 1958 vang pada akhir diakui oleh Honvensi  Hubkum
1982 merupakan suatu kebernasilan Femerintah Indones

Internasional vang

¢ omengalkui » Debklarasi
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Shtate )
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lain vakni menvangkut Status dan

peEmnantaatan sumbsr kekayaan alam

Juga kit

iij

v mEngetanud pada masa

nEmantasatan  lalt  menegang per
zumber dava 1ta meEngeta

vana panjang pantainya kurang lebib
Merauks, Tsrd
serta peErairan

Yamng merupakan

perluasan wilavah peraliran

anul oada masa ssharang

meEgara Hepulauan O

jalam pintas bDagl

berbagsi TEJara.

Lk
Ifi
]
rt
s}

bagi Indonesi

Yurisdiksi terbhadap awtd

di wilavah perairan taer

selkarang maupus  akan

Mo lTErna

pernting,

Makip i

ol L 0L W

tligallan

MY EneEl

L.alis

fr
n
]
P

1
i
a
i
T
I

capiat.
datang

i
e

ioka:

i
1

Wl




._11_

akan datanog pemanfatan laub memegang peranan penting, kEarensa
logkasi sumber dava alam di daratan semakin s=mpit sebagal

akibat dijadikan tempat pemukiman peEnduduk serta  lokasi

kawasan 1ndustri.

{10

engan demikian daerah—dasran maupun pulauv—-oulau
yang dahulunya kurang terdapat tempat pemukiman penduduk dan
lokasi kawasan industri, tidak menutun kemungkinan dijadikan
daerah industrialisasi, yang pada akhirnya daerah—daeran
maupun pulau-—-pulauw tersebut akan melakukan pelebaran berjarak
ratusan bahkan ribuan kilometer kedaerah lepas pantal bDaik
dengan cara penimbunan maupun pemancangan tiang beton dan baja
serta pendirian anjungan pengoboran minyak dan gas bumi  di-
daerzh lepas pantal yang tetap maupun berpindah-pindah  vang
akan dikategorikan sebagai pulau buatan.

Fesemua cara yang dipergunakan pada masa kini maupun
mendatang menyakut pemanfaatan sumber daya alam di  perairan
dengan kemajuaan teknologi yvang ada, merupakan suatu jalan
untuk mempermudah aktifitas pemanfaatan laut, serta tidak
menutup  kemungkinan didaerah mauwpun pulauw tersebut dibukanya
pelabuhan laut sebagai tempat persinggahan kapal tengker atau
kapal petikemas vang berbobot ribuan ton untuk menganghkut

hasil produksi industrinya.




22 Sejarah Perkembangan Fulau Buatan Dan Instalasi.
Berbicara mengesnai ssJarah  perkembangan pulau
buatan dan instalasi, berkaitan dengan masalah aktifitas
eksplorasi dan esksploitasi pertambangan di lepas pantai,
penelitian ilimiah, pembukaan pemukiman penduduk serta
kepentingan militer. Hal terssbut diatas merupakan langkah

Son !

awal beralihnya ksgiatan di darat ke laut dissbabk

sumlzer

i
&

3

daya alam banvak tersedia, disamping itu lanan gar

1

pan  perta-

4

nian di daratan semakin sempit karena untuk penukiman penduduk
serta lokasi industri.

Bertolak dari hal tersebut diatas opesherapa negara
maju telah menguasail I[FTEE di bidang pertambangan lepaz pantai
dan bidang transportasi serta penelitian ilmian kelautan,
mulai mengembangkan keahlian dalam pembagunan sarana—-saransa
penunjang vyang besar serta modal besar pula dengan  tujuan
memantaatkan sumber daya alam serta merupakan suatu alternatif
yang di ambil untuk mengantisipasi semakin berkurangnya sumber
daya alam, dan ledakan penduduk serta lokasi industri di
darat baik masa kini maupun masa mendatang. Di samping itu
merupakan sustu langkah untuk menambah pendapatan dari sektor

pertambangan.

o

Bebagai gambaran di bawah ini ada beoerapa negara
maju  vang mempelopori pembagunan pulauw buatanm dan instalasi

untuk pemanfaatan sumber dava alam di lespas pantai.
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Fada tahun 1927 sejak ditemukan ladang minvak di
bawah laut olen Amerika Serikat di perairan Venszuela mulai
saat itu pembangurman 1nstalasi  pengeboran minyak di daerah
lepas panta: dilaksanakan, namun masih bersifat oberoindah-
pindah. Mulair saat tersebut hingga sekarang banyak sumber
minyak ditemukan oleh negara—negara maju sehingga berkembang,
dan mengakibathkan perlu adanya sarana penunjang dalam kegiatan

eksplarasi dan eksploitasi minyak dan aga bumi melaluil

n

pembangunan pulau buatan dan instalasi-instalasi di  daerah
lepas pantai. ( Majalah Fertamina, 1990. 11 }.

Jepang tahun 19236 membangun militer vakni
pulau buatan di Yokohama untuk keperluan militer yvakni tempat
pembantu peralatan militer dalam perang dunia, baik untuk
perlindungan korban perang maupun tempat untuk pendistribusian
bahan logistik., yang merupakan suatu negara di  kawasan Asla
yang pernan meniajah Indonesia.

Belanda tahun 19487 membangun instalasi pemancar
radic dan televisi di lepas pantail Norcdek vang Dbernama

Reklame Exploitation Meactachcapige ( REM ), vyang merupakan

———— e ———— e ——

——— —

suatu pemancar radio di kawasan perairan Eropa dengan
tujuan membantu pemberitaan bagi kapal vang melintas wilayah
perairan tersebut, baik dalam keadaan cuaca tenang maupun
buruk bilamana terjadi kec=zlakaan yvang dapat menghubungkan
pemberitaan dari kapal ke stasiun pantal pelabubhan  vano
terdekat demgan  jalur pe}ayaraﬂ kapal laut. { Fapadakis.N.

1977 19 ).




Inggris tahun 1967 membangun i1nstalas: minyak dengan

%]

meEter g1 laut wtama

konstruksi SCeton/bkaja vang berukuran 250
juga tahun 1969 membagun pulaw buatan berkonstruksl beton dan

baja 13 mil dari Great Yarmount, ( Laut Nor<olk ) untuk

keperluan terminal minvak serta untuk keperluan pemancar radio

dan televisi di Noordzese di lepas pantai "Belanda'., negara
tersebut juga melipatkan diri diagalamnya. ( Fapadakis.N.
1977% & I3

Amerika Serikat sebagai negara vang merintis  jalan

dalam hal pembangunan pulau buatan dan instalasi di  daetah

lepas pantal, terus mengempbangkan kemampuannya yaknl membangun
inst:laéi terminal -adio dan televisi tahun 1986 dilepas
pantal Inggris, membangun instalasi tarminal minyak yang
panjangnya 175 meter, 350 mil dari San Klanta atau 100 mil dari
California, dan membagun pulau buatan di Erecpa tahun 1973
untuk keperluan militer ( MNATO ) yang berukuran 7300 meter,
sedangkan di Indonesia dalam tahun 1974 atas kerjasama dengan
Amerika Serikat sehingga dapat dibangunnya instalasi pengobor-
an minyak dan gas bumi di lepas pantai laut Jawa bagian
Timur. ( Laksmi Nuraini Usman 1991 ).

Dari beberapa perkembangan dan pembangunan  gpulauw

n
it
0

buatarn danm in lasi, vang dipelopori oleh beberapa negara
tersebut di atas, hingga saat ini dan di masa awran datang
pembangunan kedua proyek tersebut akan tatap dilaksanakan,

zeoagal akibat banvaknyva ditemukan ladang minyas gan gas oumi



di lepes pantal perairan suatu negara yang merupakan sumber

Feberadaan pulau buatan dan instalasi baik masa kina
maupun masa datang. memberikan dampak yang cukup besar bagl
negara vyang memiliki perairan, serta secsara tidak langsung

melibatkan banyak negara untuk mengatasi hal—-hal yang dapat

menganggu kelancaran jalur pelavaran di perairan tersebut,
dengan membuat peraturan—-peraturan nasional suatu NEQar=
Dantal.

2.3 Maksud Pendirian Pulau Buatan Instalasi.

keberadaan suatu pulau buatan dan instalasi di suatu

i

wilayah perairan membawa pengaruh ternadap nak Eksklusi+ sert
tanggung Jjawab negara tersebut. Uptuk itu pembagunan pulau
buatan dan instalasi harus memberikan gambaran yang Jjelas gdar:
maksud dan tujuan mendirikan kedua sarana tersebut. ini sangat
penting kerena bukan saja perlu diketahui pihak vang membsri-
kan izin, melainkan semua negara perlu mengetahulinya demi
keselamatan di wilayah perairan yang akan dijadikan sebagai
Jalur pelavaran.

alaw kita melihat kembali sejarah perkembangan
pulau buatan dan instalasi-instalasi, yang pada mulanya di-
gunakan untuk keperluan eksploraszi dan eksploitasi minyak dan
gas bumi, untuk stasiun pemancar radio dan televisi serta
militer, maka pada masa sekarang maupun akan datang mulail

bergeser di dalam penggunaanny&, antara lain
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Femukiman Fenduduk.

Melihat oerkembangan dan Dert
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no tigak selmbang

il

sEkarang maupun mendatang 4l negara—nedara vy

cEngan laman vang cersedia untuk diperuntukbkan bagl pemusiman

D

penduduk saja, meizinkan juga untuk kepentigan pertanian  dan
lahan 1industri, sehingga pulau vang dahaulu luas  akhirnva

meEnladi sempit.

Senubungan dengan hal tersebut diatasz, sustu alisr-
nati+ vyang di tempuh oleh negara-negara sebagal casrah tidak

mamouw  untuk menampung lokasi pemukiman pendudubk vakni  dengan
cara mengadakan pelebearan daerah melalul penimbunan ke lepas
parntal menggunakan oahan Derupa batu kerilkil gan Dasiv, Julg A
mengatakan pemancangan tiang beton dan bajas ke dalam dasar
laut lepas pantail, yang bertujuan untuk menamoan lokasi  pemu-

kKiman penduduk.

o S I Lokasi Industri.
Dengan perkembdangan ILRTEX di berbagail oidang
sekarang  maupun mendatang sangat mempengaruhi fAubungan

antara negara nal ini disebabkan saling ketergantungan antara
negara—-negara serta ada negara memiliki sumber daya banyak dan

sebaliknya, di samping iltu  ada negara—-negara vang pendudak-

nya besar dan =umber days alam banyak tersedia sedanchkan
s=umber daya manusis ftevrbatas, s=2bagal  TeEnsgs kerla Yang
giandalkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang  diberikan

olah gemerintan, Jjugs ade ssdaglan negara daratannya kecil, di
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S Gimilikinya. sshingaoa mempengaruhl  warcanva  untuk
meEngquasal  suatu 1lmu JENgETANUAN VANd MEMOUnval nilsl ekonomis

serta dapat digunakan didalam membagun  maupun  mengusanakan

SESUATU. Jika dengan adanya nal tersebut diatas sangat mem—
Bantu kemajuan IFTEE bagi suatu negara.

Menyangkut adanya pembangunan pulau ouatan dan
instalas: di lepas panta1l gapat mempeEngaruhl  penlndkacan
cengetahuan masvarakat suatu negara di dalam disiolin i1mu

kelautan. Ini sangat penting., sehubungan adanya sumber dayva

i}

alam baik haysti dan nen havati banyak tsrpendam di  dalam
dasar laut. bermanfaat untuk kecentingan UMAT mManusis, s8dano-
kan di satu segi manuasi masih kurang meEmpelajari dan menge-—
tahui serta menguasai ilmu pengetanuan yang berkartan dengan
kehidupan wmakhluk hewani serta bahan tambang vang memiliki
kegunaan dan kemanraatan bagi bidang pengetahuan alam.

Untuk itu perlu ada cara dalam mengatasi nal
tersebut agar supaya membantu dan mempermudah kekurangan serta
keterbatasan di  dalam penguasaan ilmu pengetanuan tersebut
vakni dengan jalan mengadakan kegiatan riset ilmish kelautan
serta di tunjang demgan sarana yang memadal.

Cengan demikian adanya pemangunan pulau buatan

dan 1instalasi-instalasi di lepas pantal suatlu  megars Wntuk

fu]
'

kepentingan riset kelautan, secara tidak langsunc meningkat-—

-

Erfl  sSUatu nEgara tsrutama di o bidang  kFelautan, Vang

T
e
o
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i

mEMpLnyal nilai ekonomis apabkila diimplementasiban nasil ri



R J_ \Z? L

reszbut meEnjadi suatu 1lmu oengetahuan alam. senin
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menJjadl suastu disiplin ilmu yang meEruparan pPeEnsmuan Daru, pada

akhirnva dacat menmssjlajarkan deEngan Negara maiu 1alinnva.
2.3.4 Tempat Femantauan Cuaca.

Dengan adanya didirikan pulau buatanm dan i1nstalast
di daerain lepas pantal terssbut sangat memocantl Dagi Dinas

Meteorologi acan Gecsfisika menvanghkut perkirasn cuaca yang akan
terjadi disskitar wilavah terssout.

Di satu segil dengan diperalehnya dats senvanghkut
perkiraan cuaca, secara tidak langsung sangat memoantu tugas
bagi suatu pelayvaran, penerbangan dan pertanian dalam memnper-—
mudan tugasnya di lapangan serta menyanghkut pemyusunan program
kerja yvang direncanakan kemudian hari.

i dalam Honvensi Hukum Laut 1982 hfhal-hal vang
menyangkut tujuan pembangunan dan pengusahaan pulau buatan dan
al

instalasi—instalasi di daerah lepas pantai a&adalah untuk hke-

m

pentingan =skaonoml, vaitu terdapat dalam pasal &0. (1.b) vang
berbunyi s=bhagail beribgb

In the exclusive sconomic zone, the =«
=hall have the suxclusive right to const
aui_}hori:e and regulate the ccnstruleDr, cperation
and use or @

Dengan demikian dari bunvyi pasal terssour di  atas,
SECAra tidaw lanasun sangat ditekankan MES 7Y &0 T uan
= g -

oEndirian pulad  buatan  oasn imeEtalasi-1in
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mentlngan SHONomi. Imi penting karens sSEnvalasgunaan tujiuan
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Misalnva: tanun 1967 Uni Sovyvelt meEmpancun instalas:

unruk keEperiuvan ekuploitasi minyak dan gas oumi dipgSrairan

Cuba, ternvata disalangunakan oleh Uni Sovyet untul keoerluan

militer dan pengilinderaan  jarak jaun bag:  =Zenua kE=2glatan
FAmeErika SErlkat g1 Wilasvah peralran Mexico, asxibpatava
pemerincah Maxlco mengalukan orotes ke Majslis Umum FBEB
Canun 1342, {(Fapadakis., 1977. 171.




BEAE 3
FEWENANGAN NEGARA PANTAI SEHURUNGAN DENGAN

FULAU BUATAN DAN INSTALASI DI ZEEI

S.1 Status Hukum Pulau Buatan Dan Instalasi.

E=

=
1
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it

FEmDangunan pulau  bBustan  dan 1 «=21 Hi lepas
pantal a1k sskarang maupun akan datang tetap terlangsung,

disebabkan samakin berkembangnya I[FTEE di  berocagal Didang

Biy

1w

zehingga mempengsruhl ksperncingan dan kebutuhan manusii

diatas dapat dibenarkan Harsns owlau

buatam dan instalasi szangst memoantu aanusia dalam Hegiliavan

e LD & dan eksploitasi minyak dan ¢gas bumi serts
meEngadaran ocengelolaan dan pemanfaatan suwmbeEr k2kavaan &liam

vang BDanvak terdapat didalammyva, nmengadakan oenelitianm iimiah
kelautan, pemukimnan oenduduab dan lokasi incusteri.

Fesemuanya 1tl merupakan wujud dari kebesradasn kedua
sarana dalam memoermudat kegiatanm manusia di lauwt, yang pada
skhilrnye meEmperalah pengetanuan tersebut melalul peoslitian.
ila hasil oDenslitian diimplementasikan secara nvaks maka
sangat mempunyval nilail skonomis.

Dambaran giatas merupakan sustu dampak vang gomitis

]

dengan kEeberadaan pulsu bustan dan instalasi odilespas pantal
suatu nEgara, sedangkan dampak negatif sangat besar peEngarun-

nyva terhadap  suwaty negara  menyangkut  stabilitas  keamanan

Dampaks neEgatit bisa teErjadl apanpila b san Dulaug
Buatan dam instalasi fidak diketahul tujusn dan massuc  serts
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Status nukwn dilesas pantal. Hal inl gerlua mendagathsan
gernatian dairil ==Tiap NeEgars dalam mamoerikan perizinan

meEndirikan “2gua sarana tergebut, BEarens sitwasi dan kondiss

SEHArANG SEMa&RIN MBALNGHAT fersSalngan anitar negaras ol ssgals

beningaa Derbagal cara vang ditempuh agar dapat

EEmMamouan Negaranya, SUADAYA MEmalnkan peranan

di dalam politik Internasional. Di aptara car

w

n

vang bis

menimbulkan 2erselisihan antar negara vawni melalul cenvalan—

iu

Cunaan Tuiuan aan maksud kedua sarana Yano sesuss 0Bncan 1si
dari izin perjanjian kerjacama dalam pendirianm dan peng-

CpEraslannya.

Misalnya, Fsrancis vang CEFman mEmMDandGun  susty
instalasi vang oertuiuan LA kepentingan mEngadakan
pEnelitian ilmian sErta oEmantauan CDENCEMaran di wilavan
perairan rasiftic, ternvata agigunakan untuk kepentingan psEr-
cobaan sernjata nuklir, wvang menimbulkan orotes dari
negara Australia dan Selandia Baru, { FEwiatkowsks Beroara.

‘at dari suatu

-+

D1 samping ituw  kelaw kita melihat si

instalasi vaknl ada vang tetap dan ada vang dapat agipindabkan

ke=taEmpat lain sesual dengsn kEocentingan dalam oengoperasian
untuk =Sksplorasit dan ebsploitasi sumber minvak dan gas  bum:
vang terletak D1 fuwatu lepas osntal serta wuntuk kepentipgan
Frget tlmian.

pEnetapan batas




kEwenangan NEgdara panta: 4ai laut teritorial, Zona Ekonom:
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usi+ dan Landasan kontinennva.

Cidak gdiacur
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Di satu segi apabila suatu culauw

menyangbkut status hukum di dalam konvensl maks akan memberikan

problama  yang berhubungan dengan penetapan bDatas wilavan,

dalam arti bahwa Dila pulauw buatan di anggap =2Dagal status

pulau vang memiliki laut teritorial, secarzs tidak langsung

sangat menguntungkan bagi suatu negara wntuk menamban wilayan

perairannya balk laut fteritorial, zona ekonomi sksklusi+s dan

1n

landas kontinennva.
Dengan demikian bila hal ini tigak dioerhatikan oleh

setiap Negara, baik negara vANg bDerpanta: maupun tidak ber-

pantai, akan dimanfaatkan oleh nsgara-negara Deroantal untuk
melakukan praktsk tersebut yvakni membangun pulaw buatan di
batas garie wilayahnya. Akibatnya garis batas wilayahnva
semakin bertambah. s=hingga sumber kekavaan laut vang pada

- .

mulanya tidak dimiliki sepsnuhnya secara mutlak oleh negars

terssbut kini dapat dimiliki szpenuhnya dan di bawah hke-
daulatannya. i

Senubungan dengan hal tersebut diatas maka bényak
negara melihat di masa mendatang dengan perkembngan IFTEE vyang
tidak menutup kemungkinan kemajuan di  bDidang kelautan Juags
terjadi, maka mereka mengusulkan agar perlua adanya kefantuan

menyangkut sStatus pulaw ouatan dan instalasi yang berada di

wilayah peralran suatu neEcara. agar tidak menimoulkan masalan

i

vang dapat mengganggu stacilitas  ksamanan nasional  mauoun



Menvangkut status fukum pulau DusTan gan LnEtalasl
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iam asal & (&)
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di leoas PAMTAaL, 10l Telan L aTur g a

monvensil Hukum Laut Internasional 1982 vang gerounvy @

Artiticial 1sland, installations and sSTructures 4o
not coSSess Lhne Shatus and island, They have no
tErritorial  =Sea of their own, and  Lheilr or@sence
doss not affect the dellimentatnion or territori-
al sEa, the szyclusive aconomic Tone  +oF The  Con-
tensntal shelr.
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neEgasan pasai &0 (8), tersesut di o oat
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status huswm yvang Jjelas terhadap keosradasan pulaw ouatan dan
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ilayan DEralran suatu necsra.

D1 zamping 1tu secaras fLidak langsung mEmMDaATasi

vang Jdilabkukan oleh banyak negara terdabulu sscelum  adanys
Eonvensi 1938 dan 1982, menvangkult penamosnan Fluasan

wilayvahn peralran cengan mencounakan cars terssbui.
3.2 Hak Dan Kewajiban 8ehubungan Fulau Buatan Dan
Instalasi.

Kab

l'[l

=

daan pulauw buatan dan instalasi di wilavan
suatu NEegars merupakan kerlasama daril beErbagal pihak didalam-
rnya, nal 1inl disebabkan keterbatasan biava serta penguasaan
terhadap IFTEE di kedua bidang masih terbatas.

Mi=zalnya bagi Indonesia untuk membangun suatu oulau
buatan dan instalasi LIMTLE kepentingan eksolorasl dénm
sksploitasi sumber kekavaan minyak dan gas obum: o1 gasar laut

masih sangat membutuhkan hiava dan tenags anhll baix dari: gdalam




Maupun daril luar negasri.

Fraktel kerlagama tepsseout,  WOTUE SEFArANG mMaupun
mendatang ZEMUE MEgars  Sangat meEmduTunkEan  Jukungan  dar:
berbagail pilhak bhaii = ET dalam maupun dari luar negara

MEMNYENOKULT DO2Madangunan oulau buatan dan instalasl-instalas:

agar biss terealisasi, sehinggsa membantu dan mempermudah dalam

.

L

bekavaan Yang ter

rt

utl

ap

didalamnva.
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Dengan kehadiran kedus sarana tersebut di wilayan
perairan Suatu negara menimbulisn hak dan kewalizan fterhadao
pihak vang terlibat didalamnya, yakni oihak vang memoerikan

izin oendirian mauoun pihak yang s@pagal membangun dan

-
il

pemiliknya. sebagal realisasi i dari perjanjilan ksrjasama
kedua pihak tersebut.

Di samping itu menvanghkut adanya perbedaan geograti

antara negara. seningga sumber kekayzan di negara lain juoga
berbeda dan bahkan tidak dimiliki olsh suatu nNegarsa sErta
sangat terbatazs, di satu segi: sumber tarsebut sangat dibuwtuh-
kan oleh negars dalam mendukung pembangunan dan pengopErasian
proses produksi suatu pabrik industri negara terssouc, Wnbux
kepentingan nasiocnalnya; misalnya minyak dan gas buml d:
bawah tanah dasar laut.
Sehubungan hal tersebut diatas bagl negara yang

tidak memilixi sumber days alam, fetapi memiliki keanlian agan

biaya menyanghkut pembancunan pulauw buatan dan instalasi me-

rupakan suatu

i)

ltarnatif antuik mengatasi parbedaan tersebut
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tersebut malalul YET JRSAMA dengan NeEgara  oante——
LErdapant mlnvas darn ga= buml gl ieocas pantalnva.

Gevrtolar caril Ral Tegrssourn dianss, SNan aeEnimculbkan

hak dan k2walloan pagl ksdua Sinak vang tarlicat dida

reslisasi carl perjanjian Ker 13SAM&A.
Sz 221 Hak Dan Kewajiban Negara Pantai ( Indonesia ).

Dalam memos:

I i

@ han tentang Gak Oan «2waloan NEgars

pentai s=nUoungan dengan  oulauw buatan  da&n inETal

oer i Terlenin darmu i mEMDer st san DT 3 cagal ob (@
Konvernsi  Hukwum  Laut 1932 ssbsgsl  berikun
The coastal Etate
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IEE. mal terssbut bDerealtan dengan peEmanfaatan sumber oava
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mesional mengalaml peningy aTEn.
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Indonesia mempunv&al fhak untur meEmberikan 1Zin bacada negara
iain LnTLLE mEmoangun Ozn mendusSanasan DengooeErasian pulau
buatan dan instalazi demi kegentingan =skonom: Suatu negara,
sesual dengan 4“Yetentuan yang diatuyr 21 dalam =onvensi hukum

laut 1982Z.

Juga Indoneia oberhak untuk  m2nerapkan zona ke-
selamatan di setesliling pulau ouatan dan instalasi demil kese-
lamatan umum sehingga menghindari hkecslakaan sswakiu—wakitu
disekelilingli wilavah peralran terssbut.

Di dalam menetapkan =zona kesesla
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pulau buatan dan instalasi tersebut, Indonesia dapat mengambil

.
I

tindakan yang tepat untuk menjamin keselamatan oelavaran dan

penarbangan di atas perairan tersebut,
Hal ini dapat dilinat dalam pasal &92. (4) konvensi
hukum laut 1982 yang berbunyi :

1

The coastal State may, where necessarv., s=stablizn
reasonable safety =ones around such artificial
island, installations and structures in witch it
may take appropriate measures to the safety both
of navigation and af the artiticial island,
installations and structures."

Menyangkut lebar zona keselamatan tersebut, negara
pantai harus menerapkan sesuai dengan standar - standar Inter-
nasional vang berlaku, dalam hal ini tidak melibini dari jarak
00 mater settaliling kedus sarana terseout. Hal ini dapat
di lihat dalam pasal &0. (I) konvensi hubkuam laut 19582 yang

Derbunyl @




Sna be deter-

tn

The breadhth of the safety zone: il

minead by the coastal State, taking 1Into account
applicable international standards. Such zones
=hall be designed to ensurs that they are
reasonably related to the nature and function of
the artificisal islands, installation or Z00 meters
around them, measured from each point of their

outher =dge, esxcept as authorized by generallv
accepted international standards or as recommendead
by the competent international organization.
Duernctice shall be given of the extent of
safety zones.

Di samping itu negara pantai mampunyal kewajiban
sehubungan adanva pembangunan dan penguasaan ssrta penggunaan
pulaulbuatan dan 1instalasi di wilayah peralvran suatu negara.
hal inl sangat penting sehubungan dengan kemajuan IFTEE, vang
secara langsung perlu diatur serta untuk kepentingan Interna-—
sional.

Bertolak dari hal di atas maka bagi Indonesia dalam
memberikan el kepada negara lain untuk membangun dan
menguasakan penggunaan pulau buatan danm imstalasi hanya untuk
kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di
laut serta kepentingan riset ilmiah, dipandang perlu memenuhi
kewajibannya agar dapat menciptakan kesslamatan di wilayah
peralrannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Indonesia
harus memberitahukan kepada organisasi 1nternasional vyang
berwenang, agar membantunya dalam hal tugas dari organisasi
tersebut vaknli berupa pemberitahuan di wilavah perairan mana-
kah didaftarkan untuk menunjiukkan register negara yang me-—

milikinva. Hal ini juga diatur di dalam asal Z&Z konvensi
= ]




hukum laut 19282 yang berbunvyi :

Installation or eguipment rerverrad to in this
section shall bear identirication markings
indicating the State of registry aor the i1nter-—

national organization to which they belong and
shall have adegquate int=rnationally sgrsed warning
signals to ansure safety at sea &nd the sarety or
air nawvigation, taking into cocount rules  and
standards established by competent international
organization. "

Dilain segi pemerintah Indonesia Eerkswaliban untuk
melindungi kelestarian lingkungan operairan adsr tidak meng-
ganggu 2kosistim kehidupan makhluk hidup di wilayanh perairan—
nya berupa ocencemaran sebagal akibat dari pengoperasian kedua
sarana TeErsebut untuk kEepentingan eksplorasi dan eksploiltasi
ke dalam laut, yang berupa pembuangan bahan kimia atau sisa-—
sisa minvak yang tidak terpakal.

Menyvangkut kewajiban Indonesia terssouit, dalam
konvensi Mukum laut 1982 telah diatur, sebagaimana terdapat

pada pasal Z14 antara lain berbunyi :

" Gtates shall enforce their laws and regulation

adopted in accordance with article Z00 and shall
adopt laws and regulations and take other
measures necessary to implement applicable

international rules and standards establicshed
through, competent international organization or
diplomatic caonference to prevent, reduce and
control pollution of the marine enveronment
arising from or 1in connection with sea—bed
activities subject to their Jurisdiction.
pursuant to articles &0 and 8O0, Y

5.2:2 Hak Dan Kewajiban Negara Asing.
Sebagaimana kita ketahul pada masa sekarang maupun
akan datang keqgiatan di wilavanh perairan sangat mandapathkan

okan semakilin Der-—

g
i

perhatian dari negara-—-negara. Inl  disen
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kembanagnya IFTEK di bidang transportasi laut, pertambangan
vang banyak ditemukan di dasar laut serta kegiatan riset
ilmiah yang pada akhirnya diperuntukan kepentingan manusia.

Di segi 1lain kemajuan di sagala bidang menuntut
negara—negars untulk mengusahakan tersedianya oafhan—bDanan
mentah agar membantu industri di dalam perproduksi, sedangkan
bahan penunjang tersebut sangat terbatas persediaannya. Ini di
sebapkan taktor letak gecgrafis yvang berbeda serta sumber dava
alam hanya terdapat dibeberapa wilayah perairan suaiu negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap neqgara

tidak memiliki sumber dava tertentu, maka harus mencari jalan
keluar untuk bisa memperolehnya. Langkah yang ditempun yakni
melalui kerjasama dengan negara lain yang memiliki sumber daya
alam, untuk membantu dalam melancarkan kegiatan produks:
industrinya demi meningkatkan kepentingan ekonomi.
Walaupun di dalam kerjasama , vyang direalisasl berbentuk
bangunan, dengan memetr lukan tenags ahli dan modal vyana cukup
besar, namun  negara—negara tetap berusaha agar bisa ter-—
laksanakan proyek pembangunan kedua sarana terssbut.

Indonesia untuk masa sekarang maupun di masa datang
selalu terbuka dalam memberikan izin kepada pemerintah negara
asing, uwntuk membantu atau berkerjasama di dalam pengusahaan
dan penggunaan serta pemanfaatan pengolsan sumber daya alamnya
di wilayanh lepas pantai, dengan bentuk pengoperasian kedua
sarana tersebut untuk =sksplorasi dan shkeploiltasi minyak  dan

gas bumi di dalam dasar laut serta kegiatan riset ilmiah



belautan.

S g AN adanya tingakan Vang diberikan olen
pemserintah Inconesia diatas, maka secara tidak langsung

menimbulikan hak danm kewsjiban negars vang menerima pemberian
izin pembangunan dan pengoperasian kedua sarana tersebut  di
wilavah Indonesia.

Hal tersebut di atas memang sangat penting di
dalam mengadakan perjanjian kerjasama, Yang berkaitan dengan
kegiatan di ZEEI pantail Indonesia agar dikemudian hari tidak
tidak menimbulkan masalah—masalah yang dapsat mengganggu
vegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh negara asing.

Di samping itw Femerintah Indonssia dalam memberikan
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izin kepada negara asing dalam pengoperasian Sarans

di ZEE, selalu berusaha melindungi hak dan keswallban negars

terssebut, dem: Ntk menarik NEgara—nNagaia supaya 1kut
menanamkan investasi di  dalam kegiatan tersebut demi me-

ningkatkan baik ekonomi Indonesia.

Adapun hak—-hak vyang dimiliki oleh ne
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antara lain sebagai berikut

— Ferlindungan terhadap keamanan dan keselamatan sarana
kegiatan eksplorasi maupun eksploitasiy

- Ferlindungan terhadap kesehatan, keselamatan can 1imigrasi
tenaga kerja di atas  sarana  terssbutg

-~  Ferlindungan menyangkut batas waktu vyang diberikan se-

nuboungan ksglatan eksplaorasi dan =ksplaoitasi umber =St

mn

0

kavaan di dalam laut;



- Ferlindungan terhadap pembagian hasil usaha sebsagal akhir
dari oproses oproduksi pengeslolaan kekavaan tersebut vang
berupa pajak, sesuai dengan 1si perjanjian kerjasama.

Menyangkut nak-hnak dan kewallbanm negara asing di
zona ekonomi eksklusift serta pengaturan kerjasama antara

negara pantal dengan negara asing vang geogratinya tidak

menguntungkan, sehingga tidak memiliki sumber daya alam yang

sangat dibutuhkan serta menunjang kesgiatan i1ndustrinva, hal
ini di atur dalam konvensi hukum laut 1982 vaknil pada beberapa
pasal antara laini pasal S8 (1) dan pasal 746 (1), vang ber-

bunyi sebagai berikut :

" In the exclusive economic zone, all State, whether
coastal or landlocked, EMJOY. subject to the
relevant provisions of the convention the fresedoms
refered to in article 87 of navigation and over-
light and of the laving of submarine cables and
pipelines, and other internationally lawrul uses
of the sea related to thesa fresdoms, such as
those as sociated with the operation of shig,
aircraft and submarine cable and pipelines, and
compatible with the other provision of this
Convention. (5é&. (1) KHL 1982 ).

Sedangkan paszl 70 (1) yang berbunyi sebagai berikut :

" Geographically disadvantaged State shall have the
right to participate, on an equitable basis in the
exuploitation of an appropriatepart of the surplus
of the living resources of the exclusive economic
zones of coastal State of the same subregion or
region, taking into account the relevan economic
and geographical circumstances of all the State
corcenned and in conformity with the provision of
this article and o+ articles &1 and &Z2.

Di sampina itu menyangkuit kewajiban—kewallibanm ya&ang
harus di penuhi oleh setiap negara asing sesteliah memperolen

izin pengoperasian, unruk kegiatan sksplorssi dan =sksploitasti




sumper kHekavaan alam serta riset 1lmiah kelautan di wilayan

pmt

2pas  pantai, maka perlu negara asing tersebut  mengimplemen-—

tasikan segala isi dari perjanjian kerjasama vyang telah

dissoakatinva.

kesemuanya 1itu pada akhirnya dapat menjaga we-—

mn

stabilan antara kedua pihak yakni antara pemerintah Indone

dengan negara asing, s

1m

ningga kegiatan tersebut berjalan baik
yang pada akhirnya untuk kepentingan bersama.

Adapun kewajiban—-kewaiiban vang harws dipernatibkan

e

Cleh s&Tlap negara asing vang mengadakan kegiatan =kspl
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dan =2ksploitasi di =zZona ekonomi eksklusif Indonesia adalah

antara lain :

- Menghormati ketentuan perundang-undangan nasional Indonesia
yvang diberlakubkan;

- Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di
wilayah harus memperhatikan perlindungan dan kelsstarian

lingkungan tersebut.

— Untuk mengadakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, di
mintakan kepada negara asing, perlu melakukan =secara

terencana sehingga tepat batas waktu vang diberikan kepada
negara dan tidak menimbulkan dampak negatif setelah
berakhlir keglatan tersebut.
Mengenal kewajiban tersebut di atas, yang harus
diperhatikan dan dilaksanakan ocleh negara asing untuk mentaati
ketentuan vang dikeluarkan negara pantai Jugz merupakan

ketentusn vang mendapat kesepakatan internasional.
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Hzl imi terdapat dalam konvensi hukum laut 198Z  antara lain

SEDAgQAal D@risun

Sedangkan

antara lain

In exercising their rights and performing their
duteis under this Convention 1in the exclusive
2ConNamlic Zone, State shall have due regard to  the
Fights and duties of the coastal State anc
snall comoly witn the laws and regulations adopted
ov the coacstal State 1n accordance with thkne
provisicons this Cenventicon and other rulss  of
international law 1in sg far as they ares not
incompatible with this part. ( pasal 28 (Z) KHL

| — M '

282 ).
alam pasal Z0Z (1) Konvensil Hukum Laut 1732 vang
perbunvi :

Coastal State shall adopt laws and r=2gulations <o
prevent, -=duce, and control Poliution of the
marine environment marising from or inconnection
with sesabed activities subject to their Jurisdic-—
tion and from artificizal island, irnstallation and
structures wnder their jurisdiction, pursuant to
articles &0 and 30. "

Dengan demikian dari beberapa ketentuan—-ketenrusan

meryangkut
Indonssia,

dengan hak

di dalam Fre

kegiatan di wilayah zona ekonoml gksklusi+

vang diberikan izin kepada negara asing sehubungan

e

dan kewajiban vyang harus dihormati, tercermin

nvensi Hukum Laut sl e




BARB 4
KEBERADAAN FPULAU BUATAN DAN INSTALASI DEMI

KEFENTINGAN NASIONAL INDONESIA

4.1 FPengaturan Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.
Heosradaan  pulau obuatan dan instala=s1 di Tona

=konomi eksklusif Indonesia. sangat berhubungan dengan

kepentingan nasional Indanesia, Hal ini menyanagkut pensgakan

g

perundang-ungangan nasiconal serta  kedaulatan.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka pada b
sub bab ini penulis akan menguraikan beberapa peraturan  yang
telah dikeluarkan cleh Pemerintah Indaones:ia, VAN  DersEaltan
dengan wilavah perairan Indonssia.

Bagi Indonesia peraturan yang mulanya di mulal
dengan peraturan yakni " Territorial Zee and Maritimes kringen
Ordonnantie 1939 " wvang merupakan peraturan peninggalan
Femerintah HKolonial Belanda. Akan tetapi hanya mengakEul nak
dan kewajiban negara pantai ( Indonesia ) yakni & mil.

Menyadari akan keterbatasan hak dan kewanandan
pemerintan Indonesia di wilayah perairan yang banvak terdapat
sumber kekayaan alam, maka psmerintah Indonesia membuat Dbaik
dalam bentuk undang-undang maupun peraturan—-peraturan, Yanag
dapat menjamin penegasan kedaulatan nasicnal di  wilayahnvya,
antara lain ssbagail berikut
~ Undang-undana Nomor 4 Frp, tahun 1960, ftentang perairan

Iindormesia.




- Peraturan Femerintabh  Nomor & 0 tahun 19862, tentang Lalu-
lintas Laut Damal Hendaraan Air &#sing dalam FPerairan

Indonesias

-  Fepuiusan Fresiden Repuilik Indonesia Namor 16 tahunm 1971
tentang., Wewenang pemberian izim berlavar bagi segals

i

kegliatan Kandaraan Asing dalam wilavan perairan Indonesia

5

- Undang-undang Nomor 1 tanhun 1973, tentang Landas Fontinen
Indaonesia;

Bebarapa Undang—undang maupun peraturan pemerintan
tersebut di atas, merupakan sumber hukum nasional Indonesia
sepelum  adanva FHKaonvensi Hubkum Laut Ipternasicnal (%22, yang
banyak mengatur hak dan kewajiban negara pantal di wilayan
peraliran Tona skonomi ekslhkusif Indonesis.

Keberadaan FEonvensi Hukum lLaut Internasional 1932

membawa pengaruh terhadap Hukum MNasional Indonssia  vang
berkaitan dengan wilayah perairan, vakmi zona ekonomi

eksklusi+ 200 mil, di segi lain beberapa undang—undang maupun
peraturan—-peraturan nasional tidak sesuai dengan kondi=si
sekarang karzna terjadi perubahan di segala bidang kegiatan di
wilavah perairan.

Senubungan dencan ini, maka dengan ditsrimanyva hasil
dari HKonprensi Hukum Laut ke III di teluk Montego-Yamaika I0
April 1982 dan diartifikasi oleh Femesrintain, sa2cara tidak

langsung menjamin Femgrintahan Indonesia dalam, menjalankan




vurisdiksinya di wilavah perairan sejauh 200 mil.

Untuk itu Undang—-undang Nomor 3 tanun 1987 merupakan
tindakan tepat yang diambil oleh Pemerintah dalam menegakkan
hukum nasional Indonesia dan ZEE.

Mengenai pulau buatan dan instalasi di Zona =konomi
eksklusif, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983.
Hal ini dapat di lihat di dalam beberaps pasal darli uwundang-
undang tersebut antara lain sebagai berikut: psasal 4 (1) vyang
berbunyi :

" Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Repuolik
Indonesia mempunval dan melaksankan :

&. Mak  berdaulat uwuntuk melakukan eksplorasi  dan
eksploitasi, pengelelaan dan konssrvasi sumber
daya alam hayati dan non hayati dari laut dan
tanmah dibawah serta air diatasnya dan kegiatan—
kegiatan lainnya untuk eksplarasi dan eksploitas:
ekonomil zona tersebut, seperti pembangkitan

1

naga dari air, arus dan anging

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
1. Fembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan,
instalasi—instalasi dan bangunan lainnya;

Z. Fenelitian 1lmiah mengena: kelautan;

I. Perlindungan dan pelestarian lingkungan.

o Habk—nak lain kewajlban—kewaijlban lainnva ber—

i
.

dasarkan HKonvensi Hukum Laut vyang berlaku.




k2 berdaulat

m

Fasal tersebut di atas memberikan h
serta nak—nak lainnva. Dengan demikian maka peranan Femerintan
Indonesia dalam memberikan izin untuk membangun danm  mengguna-—
kan pulauw Bbuatan dan instalasi juga diperlukan agar tidax
menggangau keamanan.

Undang—undang nomor 3 tahun 1983 tersebut., merupakan
suatu langkah yang mencerminkan perlindungan terhadap kekayasan
alam negara di ZEE. Juga di satu segli m@merupakan penjabaran
dari pasal II ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1943 vang
berbunyl sebagail berikut :

- Cabang —cabang produksi vang penting bagi negara
dan menguasal hajat hidup orang banyak dikuasal
olah negara; ( avat Z ).

— Bumai,. air dan kekayaan alam vyang terkandunag
di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperguna-
kan untuk sebesar-—-besarnya kKemakmuran rakyat.
{ ayat 3 ).

Dari bunyi kedua avat pasal I3 UUD 1945, memintakan
agar sumber kekayaan alam negara dapat di kuasal oleh negara
dan dipergunakan untuk kepentingan serta kemakmuran waraa
negara Indonesia.

Sehubungan dengan banyak terdapat sumber kekayvaan di
wilayah perairan Indonesia, menuntut agar perlu  adanya

pemantaatan dan D zlolaannva. Untuk 1t tidal: menutup
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kemungkinan keberadaan pulaw buatan dan  1nstalasi—in




sehba arans penuniang.
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Jntuk  masa #1nl maupun mendatang peEnggunaan kedua
sarana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi: di  wilayah
perairan sustu negara sangat dibutuhkan, karena membantu serta
mempermudah. Di samping itu permintaan terhadap kedua sarans
oleh negara—-negara bertambah karena banvak ditemukannya sumber
minyak dan gas bumi di wilayah perairan suatu negara.

Menyangkut kegiatan—kegiatan eksplorasi dan ek

n

ploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan dan diatur sebaik-baiknya meEnurut
Mothar Kusumaatmadja, (1978. 177) antara lain i
(1) (1) Ferlindungan 1instalasi-instalasi dalam daesran
( eksplorasi dan eksploitasi )
Menteri yang dikuasakan Femerintan dapat me-—
larang kapal—-kapal atau kendaraan air lainnya
untuk  memasuki bagian dari daeran—daeran
operasi yang telah ditunjuk untuk eksploitasi
untuk melindung instalasi—-instalasi atau alat-
alat eksplorasi dari gangguan luar:
untuk pelaksanaan ketentuan diatas dapat di-
pasang tanda-tanda atau rambu-rambu yang di-
oerlukans
terhadap pelanggaran ketentuan—ketentuan

pubkums




(2 kesglamatan RMNavigasi
Dalam hal, di mana eksslorasi: dan sksploitasi
dapat mengakibatkan gangguan terhadap i
lancaran o=lavaran, Maka danat ditetaptan

babhwa sebelum di suwatu  dagvran opeErasi dapat

ditempatkan instalasl atan alat—a

n

plorasi dan eksploitas: ociperiykan terlebih
dahulu 1zin dari instalas: vang oerwensang
( Dirjen.Ferbub Laut ).

(Z) Juriadiksi sipil dan kriminal 3
Menetapkan bahwa untuk keperiudan Jurisdiksi
sipll dan kriminal pulauw buatan dan instalas:i-
instalasi termasuk daerah keamanan di sekitar-—
My Sty diassimilakan pada wilavan mepubhlik
Indonesia;

{4) Pengotoran laut disebabkan olen minyak
Ada lketentuan—ketentuan untuk mencegah ter-
jadinya pengotoran laut yvang dissoabkan oleh
pembuangan minyak oleh kapal-kapal atau ke-
gocoran—kebecoran sumber minyvak atau pipa-pipa
minyak, vyang apabila dibiarkan dapat meng-
akibatkan musnahnya semua ikan dan  keskavaan
havati laut lainnya;
menetapkan sanksi-sanksi pDilidana terhadan pe-

pelanggaran ketentuan—ketentuan di atas:




12) Ferlindungan kabel-kabsl dan pipa-pips saluran:

i

tentuan—-ketentuan vang bertujuan melindung:

[}

Fabel—-kabel dan pipa-plpa saluran vyanag di-
pasang. pada dasar laut atau tanah di ocawahnva
uwntulk keperiuan laing

(&) Keselamatan kerja dan kesehatan peksrja di pulau
buatan dam 1instalasi—-instalasi, termasuk per—
tanggungannya (asuransi):

Fetentuan—ketentuan yang bertujuan menetapkan
svarat—-syarat keselamatan keria, kesenatan
pekerja—-pekerja di sarana tersebut yang layak
serta menunjukkan instan=z1 diserani peng-
dwasannyas

(7) Banksi pidana atas pelanggaran—pelanggaran

Fetentuan—ketentuan yang mengatur sanksi-
sanksl pidana terhadap pelanggaran—pelanggaran
ketentuan—ketentuan, undang—undang ysng meng-—
atur sksploitasi dan eksplaorasi landas
kontinen. baik oleh orang perorang maupun olen
pengurus  organisasi atau  perusahaans;

Fengaturan hal—-hal di atas sudah barang tentu harus

disesuaikan dengan pengaturan hal—-hal yang sama atau ssrupa di

daratan agar supaya terjamin keserasian dengan ketentuan-

ketentuan vang berlaku dan tercapail koordinasi sebalk-baiknva
dengan segala pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan

vang disesbuthkan di atas.




Bertolak dari masalah tersebut diatas bagi Femerin-
tan Republik Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang
tersebut membawa dampak yang cukup besar terhadap hukum  laut
Internasional. Di satu segi dengan adanya Undang-undang
Nomcr S tahun 1985 menetapkan dan mengatur sumber daya alam
hayati maupun non hayati di ZEEI.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang berupa
minyak dan gas bumi =ksplorasi 1700 dan 1300 sumur oroduksi
vang sudah dibor. Sumur-—-sumur itu tidak semuanya berproduksi,
sebagian kemudian ditinggalkan baik untuk sementara  maupun
secara tetap. Kira—-kira 200 sumur yang telah ditinggalkan
sementara 130 sumur yang ditinggalkan secara permanent. Jumlah
tersebut akan bertambah dan menimbulkan dampak lingkungan
ternadap pemanfaatan laut untuk kegiatan lainnya pada masa
akan datang. Hingga sekarang ini sumur yang berroduksi
mencapail kurang lebin [.3Z50.000 berrel minyak sehari, sesdang-
kan untuk produksi pertahun dapat menghasilkan 280 juta berrel
dengan menghasilkan devisa negara 42 % atau sekitar US $ 35 -
40 perberrel. Sebelum terjadinya penurunan harga sebagat
akibat dari kelebihan produksi di pasaran Internasional.
( B.A.5. Nayoan ).

Untuk kondisi sskarang ini  banyak negara mulai
membuka diri dengan negara lain untuk bekerja sama dalam
memantaatkan kekavaan minyak dan gas buml vanmng dapat menamban
=

pendapatan dari sektor minyak yakni diperincikan migas 1,
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sedangkan non migas 0,3 % untuk pencapatan neEgara  seada

i
3
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DErHEmbang menganggas cukup  baik. Dengan di perclennva

angat membantu dan meningkat-

il

peEnaapatan dar: ssktor tersebut
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perekonomian lamoat  ftumbuh  Zarn
berkembang sebagai akibat dari penjajaban yang dialaminya.
¢ Max Maloringan, (991, &2 ).

Di samping 1tu di perkirakan dalam tanun L1992 banyas
negara—-negara berkembang di kawasan Asia berlomba-lomba  untuk
memoroduksi minyak dam gas bumi, hal 1Ml SEsSual deEngan

penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar perminyakan dan

il

gas bumi dari Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Belands
tahun 1987 bahwa di wilayah perairan Dbebsrapa negara (Sls
seperti  Fakistan, BHamgladesh, India, VYeitnam, Burma, RREC dan
Fapua Nugini di wilayah perairan di bawah tatah dasar laut
banyak tardapat bahan tambang yang kadarnya sudah dapazn
dieksploitasikan. ( Ann Soekatrie.S.Sosrokoesomo, 1991. 57 ).

Sebelumnya Mochtar kKusumaatmadjia telah mengomentari
proklamasi Truman, bahwa kleim yang dilakukan oleh Pemerintan
Amerika Serikat menyanghkut Landas Rontinen sebagai cara  untuk
melindungi sumber kekayaan, yang meliputi suatu daerah seluas
FHC, 000 mil pers=2gl di bawah permukaan  laut. ( Mocntar
Fusumaatmadja, S.H. 1978. 109 ).

Dengan adanya pendapatan  tersebut  diatas  banyak
negara melakukan kajian dan penelitian di wilayah periarannya

agar memperclsn kshenarannys darl pendasat t2rseput. Aklbatnys

1]



untuk s2karang maupun mendatanag kegliatan—kegiratan N2=tals]
menyangkut dengan 2ksplorasi dan eksploitasi di lepas pantal
semakin berkembang dam majiu beriringan dendan kemajdan
teknologl pada oidang terseput, vang mempermudah dalam prosss
pradursil minyak dam gas bumi.

Senubungan dengan nal tersebut di atas maka baagi

Femerintah Indonesia bertolak selain dari beberapa  ketentuan-

-

ceTentuan, perundang-undangan maupun peraturan yang  tardahalu
penulis ssbut., juga Undang—Undang Nomor 44/Frp/l760 tentang
Fertambangan Minyak dan Gas Bumi, Feraturan Femerintanh Nomor

17 tahun 1974, tentang Fengawasan Felaksanaan Eksplorasi dan

ot

Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Lepas Fantal serta Undang-
Undang Nomor 8 tehun 197! tentana kontrak production Sharing
yvang dibenarkan oleh Hukum Internasional.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomaor 8 tanun
1971 adaiah :

a. kontrak Productiocon Sharing vaitu dasran kerja
wilavah pertambangan yang diberikan kepada suatu
perusahaan  untuk mengekspioitasikan minyak dan
gas bumi di daerah lepas pantal Indonesia:

b. Kontrak Eksploitasi dan Production yaituw 1izin
untuk kegiatan eksplorasi meliputi Geoloagi,
Georisika dan penqéba‘an eksploitasi dan daeran

lepas pantail Indonesia:s

mn

Fontrak Ferngembangan yailtu izin untuk melanjutizan
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kantrak apabila telah selesal perjaniian  kontrak
darmulunyas

Faontrak Froduction vyaitu batasan dalam mem—
produksikan minyak di daerah lepas pantal
Indonesias

Fontrak pengolahan yvaltu izin  vang dibsrikan
urtuk mengelolah minyak mentab menjadi  minyak
muE ni g

Fontrak Femasaran yvaitu izin peniualan dari nasil
produksi bersama untuk pengadaan dalam negeri
maiipun luar negeri;

Fontrak Grmada yvaitu armada yang diizinkan unbuk

pengangkutan minyak dan gas bumi baik dalam

negeri mauwpun ke luar negeris

Fontrak Tenaga rerja  valtu penggunaan  tenaga
kerja vang akan diperkerjakan dalam esksplorasi
dan ebksploitasi minvak dan gas bumi di dasrah
lepas pantal;

antak Ferlindungan Feselamatan Ferja  wvaitu
perlindungan terhadap hkeselamatan kerja di sarana
pengeborén minyaks;

Fonteak Ferlindungan Felestarian Lingkungan
Ferairan vaitu Ketentuan menvanghkut peEnangoulang—
an oencemaran di daesrah lepas pantal diakibatkan
kegiatan eksplorasi  dan eksploitasi. ( Lakemi

Nurani UHsman., 1991, 18 ).,




Di samping i1tu perliu diperjslacskan bahwa Ferintanan

W

-

Indonesia Iu

DY)

m meEngamankan ekesplorasl  adan eksploitasi

kekayaan minyak dan gas bumi serta lainnya di luar batas-patas

perairan Nusantara, Jjika pada tanggal 17 Februari 1967 telanh

mengeluarkan pengumuman pemerintah, vang pokoknva menvatakban

bahwa : «ssaue. Segala  kekavaan alam vang terdapat oads
dasar laut dan tananh dibawahnya hingga kedalaman
200 meter atau lebih tinggi kedalaman yang masin
memunakinkan eksploirasi merupakan  hak mutlat
Fepublik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sejak  tahun

1969 Indonesia telah mengadakan perjaniian garis batas laut
dengan negara tetangga amtara lain sepagal barilhut 2

1. Persetujuan I - Malaysia tentang Gari=s Batas Landsas

Kontinen di Selat Malaka dan laut Cina Selatan: ditanda-

tangani di  kKuala Lumpur tanggal 27 Nopemosr 1767.
2. Persetujuan RI - Thailand tantang Garis Batas Landas
” Kontinen di Selat Malaka ¢ Bagin Utara ) dan Laut Andaman:i
ditandatangani di EBEangkok tanggal 7 Desember 1571, mulai
berlaku 7 April 1972.
3. Fersetujuan - Malaysia, Thailand tentang Fenetapan Garis

il

Batas Landas Kontinen di Selat Malaks ( Hagian Utara |
ditandatangani di kKuala Lumpur tanggal 21 Desember 19714,

mulai berlaku 15 Juli.
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4. Fersetujuan FI - Australia tentang Fenetapan baris Essar
Dasar Laut tertentu ( Laut Arafura dan Daratan Utara Irian
Jaya — Fapusa Nuoini ): Ditandatangani di Canberra tangagal
18 Me1 1971, mulai berlaku tanggal 18 Nopember 1573.

5. Persetujuan RI' - India tentang penstapan Garis Batas Landas
Fontinen antara kedua negara ditandatangan: di Jakarta 8
Agustus 1774.

6. Fersetujuan RI - India tentang Garis Batas Landas Kontinen
ditandatangani tanggal 14 Januari 1977 di New Delhi mulai
berlaku 13 Agustus 1977.

7 Persetujpan RI — Thailand tentang Fenetapan bLbaris Batas

Landas Kontinen antara kedua negara di Laut Andaman.
Ditandatangani di Jakarta 11 Desember 1975 dan mulai
berlaku tanggal 18 Perbuari 1978.

Di samping beberapa petrjanjian vang dilakukan

Femerintah Republik Indonesia dengan negara—-negara tatanggs

menyakut Landas Kontinen Jjuga ada beberapa perjanjian

menyangkut batas laut wilayah ( Laut Teritorial ), memorandum
saling pengartian serta perjanjian tentang Wawasan Nusantara
dengan tetangganya antara lain :

1. Fada tanggal 17 .Maret 1970 telah ditandatangani suatu
perjanjian antara RI dan Malaysia tentang penetapan Garis
Batas Laut wilayah kedua negara di sslat Malaka.

Z. Dengan Singapura tslah diadakan perjanjian penetapan  batas

laut wilayah ( Laut Teritirial ) antara Indonesia dar




Singapura yvang ditandatangani pada tanggal =I mei1r 1973 ai
Jakarta dan mulail  berlaku  tabun  LF74.

3. Perjanjian Fenetapan Batas Laut Wilsyah antara RKI - Fapua
Nugini di Bagisn Selatan Irian Java telah dilarukan ssbagal

bagian dari suatu perjanjian perbatasan ( dara:t dan laut
antara RI - Fapua Nugini yang ditandatangani di Jakarta
pada tahun 19773,

4. Ferjanjian RI - Fapua Nugini tentang Batas—-tatas Maritim
antaré kedua negara ditandatangani pada tanggal Z& Januar:

1980 di Jakarta, dan disahkan dengan keputusan Fresi

CEN
Republik Indonesia no. 6 tahun 1930,

3. Memerandum of Understanding RI — Australia tentang bGatas
Ferikanan ( sementara !} antara kedua negara ditandatangani
pada tanggal 29 Oktober 1981 di Jakarta.

L. Ferjanjian FI — Malavsia tentang Wawasan Nusantara.

Di samping itu pada tanggal 11 Desember 17389 telah
ditandatangani Ferjaniian antara Femerintah Republik Indonesia
dan  Australia mengenai Zona OF Coorperation di  dasrah celan
Timor ( Timor EGp ) yang kemudian disahkan dengan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1391,

fFedua negara menvetujul pemoeEntukan Zona  Her jasama
yana meliputi daerabh sengketa dan dasrah perluzsan sesuail
dengan tuntutan Indonesia yang terletak di antara garis jarak
ntai Timor-Timur aan gJarils tergahn

200 mil lavt dari
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Fengusahaan

Dasran s=ngketa ( Dasrah A dan Daerabh C ) seluas

= . :
44.00 km*T, dagrah A vang merupakan pengusafhiaan

(34

( garapan ) bersama terletak antara median

11

line " danm " garis kedalaman laut 1500 m ",

Daeran C terletak di anmtara " garis kedalaman laut

1500 m " dan poros kedalaman laut {  batymeric
axis ) daerah perluasan di luasr daeran ssngheta
{ Daerah B ) terletak di antara " media iine " dan

" garis jarak 200 mil laut pantai Timur ".
dan pengelolaan sumber daya minyak dam gas  bumi
Di  daerah @A dilakukan oleh kedua nsgarsa melalul

Utorita Eersama ( Joint Authority ' vang diatur

o)
L =

i1l

secara komprehensit dan tidak ditemukan !
perjanjian kerjasama lainnva.

Fenqusahaan dan pengelolaan eksplorasi  dan eks-

ploitasi sumber daya minyak dan gas bumi tersebut
ditetapkan berdasarkan prinsip Kontrak Froduction

Sharing (EF3) vang hampir sama dengan Fontraktor
Froduction $Sharing di Indonesia untuk kontraktor
vang berusana di daerah Frontier dengan materi
sebagal berikut :

Menagemen KEFES atas ooerasi pertambangan minvak dan
gas bumi berada di tangan Otorita Bersama.

Jangka waktu EFS adalah Z0 tahun.

Semua biava operasi dibebankan pada konoraktor.




kontrakzor waiib menyusun  program Eerja gan
meEnyediasan biava seslama iangka waktu  ekeplorasi
& tahunm, dengan Jaminan kontrak selamsa I tahun.
Kontraktor wajlbh memperalen inveEnsment craedit
sebesar 127 % atas invetasi pada masa eksploras:
danN pengamoangan.

Hontaraktor walib menverah L0 A hasil oproduksi

jangka tahun peritama. selanjutnya meninakat men—
djadi 20 % setelah lampaunya Jjangka waktu terssbut.
FTF di bagi antara kontraktor dan Otoriia Bersama
berdasarkan formalisasi bagi ha=il.

Femoaglian nasil sebelum dikenskan pajak antara
Otorita Bersama dan kontraktor dilakukan secarsa
OErTAaNan s==sus1 tingkat produksi dengan [T -

bandingan sebagail berikut i

A minvak bumi g6 e O - S0.000 EOFD
= &0 @ 40 50,001 —-180.000 BQOFD
— T o FEO —180.000 BOFD
X gas bumi = (SOl

Fenetapan pajak di atur dengan ketentuan :
- 50 % bagian kontraktor berdasarkan Hukum ajak RI
dan 30 Dbagian lainnyva operdasarkan  Hukum FeEr-

pajakan Australia.

= Bunga atas  pLnjamsan untul usana peng

m
|
(]
1)
5
1]
[if]
|



(development} dapat di minta kembali olen

n

kontaktor sebagal cost recovery dengan per-
setujuan torita Bersama.

- Fontraktor wajib memasarkan minvak bumi hasil
produksinya dan pada keadaan tertentu QOtorite
Bersama dapat menetapkan pemasarannya apabils
menguntungkan.

- kKontraktor wajib mengembalikan ZIZ %, wilayvan
kerjanya pada tabun ketigs dan 28 4 pada  tabun
ke 2ram.

¥ Fengusanaan dan pengelolaan sumber dava minvak dan
gas di Daerah B dilakukan oleh Femerintan

Australia, dengan kKetentuan i

- 16 % penghasilan pajak bersih ( net Resource
Fent Taux )

- 12 %4 openghasilan pajak keotor ( gros Resourcs
Rent Tax )

- informasi sebelum dilaksanakannya eksplorasi dan

eksploitasi minyvak dan gas bumi di Daerah B.

Fengusahaan dan pengolongan sumier dava minyvak dan  gas
bumi di Daerah C di laksanakan oleh Femerintah RI,
meskipun termasuk daerah sengketa yang seharusnya di-—
usahakan bersama oleh kedua nNEGara, dengan perbandingan

perbandingan pemobagian nasil S0 : T0O. Dalam hal ini Femerin-

tah RI memberikan kepada Femerintah Australia :




13 %4 pajak penagspatan montrakoor,
Informaslt seoslun dllaksanavannva essplorasi dan sksploitas:
minyak gan g== bumi di Dasrah L. { Ann Boekatris, s,

Sosrakoerscema, 15%1. 35 1.,

Ferjaniian vang dilakukan antara Femeriptah Reoublik
Indonesia deEngan beberapa negara Cetandga SANGAT maEmbantu

Fegional. Hal tersebut tentunva memoecikan dampak posgitirs

imbul,sarta dalam pe-

(

didalam menyeiesaihan persoalan vang
manfaatan sumber kekayaan laut berups minveak dan Jas bumi di
peralran Indonesia.

Disamping itu dengan adanya Undang-undang, per-—
aturan—peraturan Nasional yang dikeluarkan olenh Femerintah I

upaya pemantaatan dan pengelolaan sumber weksyaan alam bailk

hayati maupun non hayati, dalam rangka menerapkan yurisdiksi-

i

nya sehubungan kegiatan—kegiatan sksplorasi  dan ek i

i

plaltes

]
i

sumber kekavaan minyak dan gas bumi maupun  untuk  kegiatan
riset i1lmiah kelautan di zaona ekonomi sksklusif Indonesia. Hal
ini sesuai dengan bunyi pasal & dan 7 Undang-Undang Nomor 5
tahun 1987 sebagail beribkut

" Barang ziapa membuat dan atauw menggunakan
pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau
Dangunan—bangunan lainnva di Lana —hkonamil

Ehskliusif Indone=sia haru=s berdasarkan 1izin  dar:i

Femerintah . Repunlik Indonesila dan dilaksana—




kan menurut  syvarsat—svarat perizinen  tTarsebut.

&)

i

§=

=

Sedangkan pasal 7 meniglaskan sebacar berikun

barang siapa melakukan kegiatan pen=litian  i1lmian

a1 Zona Ekonomi Ekslusifs Indonesia harus memper-—

ol

i

o ocereatujuan terlebin danuly dar-i dan Gi-

dilaksanakan DbDeErdasarkan sSyaratb-gyvarat yang cl-—

ditetagkan olenh Femerintaih Fepunlie [ndornesia.
Dari k=dua pasal terssbut diatas merupakan ksteEntuan

YENg meEnyangkut kewenangan Nasional Indonesias di wilavan Zona

cronomi  Ekskiusif Indonesia, sehubungan adanya keglatan garn

keneradaan pulsu ouatan dan instalasi—-instalasi di dalam
kegiatan ekeplorasi dan ekspleoitasi sumber  kekavasn  alam

havat: dam non hayati.
4.2 Masalah Pencemaran.
Bebaqajmana penulis tT=zlah menguralkan pada bab I
menyanghkut sejarah dan tujuan berdirinya  pulsw Duatan  dan
instalasi di daerah lepas pantai, maka demngan kebsradaan keaus
sarana tersebut dapat membaws dampak negati+  (Fencemarani.
sebagai akibat dari kesalahan di dalam mengoperasikan. vyang
tidak sesual dengan perjanjian kesrjasama yang ditandacangani,
certa dapat merugikan kedua pihak, dalam nal kesentingan

nasicnalnya.

Sehubungan dengan Gal di =i

|
11}
Tu]
i

ra untuk mengambil lanckah-langkah agar dapat mengatasi
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pencemaran yang ditimbulian sebagal akibat kegiatan di  lepss
pantai, vakni kerjasama baik mada tingkat Bilateral,

Multilateral, FRegional dan Internasicnal.

. Langkah vyang di temoun melalul ker jasama sangat
tapat | karena pencemaran lingkungan laut vang berupa tumoaban
minyak dan limbanh industri. mudan dan cepat menggenanagi
wilayah perairan bahkan cepat metrsbes ke hkawasan di  sekitar.
Untuk it perlu adanya penanganan secars  intensif  vakni
melibatkan negara-negara di sekitarnya maupun di luar kawasan

tersebut dalam bentuk kerjiasama.

il
pov |
[l
I
et

Sehubungan tingkat pencemaran di lepas P
sebagai akibat dari kegiatan eksplorasi dan ekeploitasi minvar
dan gas bumi serta limbah industri ynag beErasal dari daracan
maupun pembuangan sisa minyak yang tidak terpakal oclen kapsal,
maka seorang pakar hukum lauwt yakni Frof. Arvid Fardo dari
Malta dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Ferserikatan
Bangsa-Bangsa tahun 1967 menyatakan : keperhatinan terhadap.
pencemaran dewasa ini yang terjadi sebagai akibat dari sagala
kegiatan aktifitas di daeranh lepas pantai, vang perlu mendapat
perlindungan lingkungan laut secara gleobal yakni bukan hanva
merupakan problema dan tanggung Jawab suatu negara melainkan

merupakan suatu masalah yang bersifat global.

in

Untuk 1tu perlu penanganan scara  oglaobal, vakni
tindskan penanganan yang bukan hanvya teroatas di wilavan

perairan laut suatuw negara. melainkan meliputl ruang udara dan



[t

daratan suatu negara. Pernyvatasan tersebut mendasat  gusungan

dari per 3 ap&nlla

i
L]

Fta sidang negara-nsgara berkembang, kar:

pernanganan pPenceEmaran bersama—sama dapat  menguranali biava
seita melinat keterbatasan peralatan vang aimiliei  oleh
negara-negara berkembang masih terbatas Jjika untuk  diperauna-—
kam maka hanva sehagian wilayvan di daeran i=emas pantalnva

dapst diatasi, FHonsep pemikiran tersaebuat, bheliau namakan

yakni " Comman Heritage of Manking. " { Mochtar Kusumaatmadja,

Cisamping itu menurut Dr. Daud Silaianhi,5.H., men-

vangkut tindakan penanganan pencemaran, maka perla sshbisc

i

i

mengambil langkah untuk kerjazam ntara laing

ol
0
il

- Tiap—tiap negara harws mengambil tindakan-tindakan wntuk
melindungi @ kelestarian lingkungan vyang disk:iogatkan pem—
buangan sisa bahan radiosktif. dengan memperhatikan standar
serta peraturan  yang memungkinkan oleh Organizasi  Inter-—
rnasional yang berwsenang:

= Hemua negara  hards  berkerjasama  dengan organisasi Inter-—
nasional vyang berwenang dalam mengambil tindakan untuk
mencegah  polusi di laut atauw ruang udara diatasnya sS2bagal
akibat dari kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

sumber kakavaan minvak dengan gas bumi serta pembuangan

ifl

bahan—bahan radigaktif atau kahan lain yang dapat merusak

gkosistaem lingkungan laun, ¢ Daud Silalani. L9951, 13 ).
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Mamyagari ef2r yang difimoulkan sS=Dagsal aKlDat 4dar:

Latan—H=2giatan  di wilayah perairan vang semakin meningksatc

zerta  dengan  dilakukan penelitian menyanghkut kelestarian
lingkungan laut, maka negara-negara mEmouat ketentuan—

Eetentuan  vang berlaku secara Internasional  serta menjamin
kEpentingan  S2mus negara, dalam hal ini beruga Fonvensi o vang
menvanckut dengan pencemaran di laut.

Senubungan dengan nal terseout maka di bawah ini ada

peberapa kKonvensi yvang mengatur masalah tindakan pencegahan

[

zzbagal aklibat dari pencemaran vang ditimbulkan, antzrs lain :

i iUnted Nations Convention on the Law of the bas,
vang terdiri dari s

el UNCLOS I ( GEeneva Convention on the High Seas 1958 ),
menyanaklut pencemaran di atur dalam pasal 24, vakni
s=Dagal akibat dari minvak.

B UNCLOS  III ( Third United Nations Convention on the or

the Sea, UN.Doc.8/Cont.&2/122 7 October 198Z ).

Dalam UNCLOS III banvak mengatur ketentuan-ketentuan
vang berhuoungan dengcan perlindungan dan keslestarian

iingkungan laut, yang perlu di ambil tindakan oleh semua

T IGED  ( Inter—-Governmental Maritime Consultative Orga-
nation 2.

ronvensl—-konvensi internas

P
a
=
m
i

Yang meangatur pemn-

cegahan pencemaran ladb, antar




a. Internasional Comnvertion +or tThe Frevention or

pullation of the Sea by 0il, 1354.

ronvensi ini berlaku sejak tahun 1255 dan merupakan
salah satu konvansi yang sangat pentling serta punya
bhesar artinya bagi pengaturan polusl minyak di
laut.

Fonvensi  ini kemudian diperbairki lagi pada  tanun

19462 darm 195%. Di samping itw Amandemsn baru

menvyangkut konvensli inl dilakukan pada tanun 1971,

B. Internasional Conference on pullution on the Sea by

0il 1962,

Fada kesimpulannya merupakan konvensl  yang

—
(=]

1
]
it

il

r mn n

dapat hanva memperluas pengertiannya sesu

1

konvensi 1958, dalam hal peneracan  Yurisdibks

landas kontinen menyvangkut pencemaran khususnova

dalam meluaskan " Frohibited Ocean Zones " sedang-
kam " Final act dari konprensi 1962 ini kemudian di
kenal dengan Konvensi 1942 mulai berlaku  dalam
tahun 19&7.

Internasional Convent on faor the Prsvention from
ship, 1273

Fonwens: 1mi merupakan tambahan dari  samua
bonvensi terdahbulu 12594,. 1969 yang menambah  keris-
sama Internasicnal serta cara mempergunakan alat
pencatatan Otomoti+ dari buangan minyak dari kKapal

tanki.
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Fonvensi—Honvens: internasional T=nNtang peErbatasan

Earmgoung Jjawab Jjika terjadi ftumpanan minyak.
d. Intenasional Convention on Ciwil Liability ror 0Oil

Fullatiocn Damage, 19487.

Konvensi ini yvang dikenal Civil Liabilit: Convention
1969 vang mengatur ganti rugl pencemaran Mimyak iaut,
ketentuan vyang tercantum di dalamnya yakni berlakunya obagi
jenis Hapal yang mengangkut minyak dalam bulk antara lain

Eztablisment or an Inter-—

1t}

a. International Conventicon on  th
national Fund for Comensation of Oil Fullation Damages 1571,
Sebagaimana diketahui bahwa konvensi ini  bertujuan

untuk menciptakan suatu Y Conpensation Schems vang men—
yvediakan pembayaran ganti rugi kepada korban juga dibebaskan
kepada pemilik kapal dari beban keuwangan yvang diakibatkan olen

Civil Liability Convention. Disamping itu Jjuga menyediakan

dana sebesar US % I3. 500,000 (450 juta fans) umntuk Levies an

Cargo, dana tersebut dipergunakan untuk
- Membebaskan pemilik kapal dari tanggungjawab berdasarbkan
"Civil Liability Convention'" {(Brussel, 1969).
- Dalam hal kerugian melebihi tanggungjawab berdasarkan pada
Straict Liability. ( Syamin A.K,5.H: 1988 )
b. monvensl Intarnational Tentang Intervensi Jika Teriadl
polusi  di Laut Lepas.
{ International Conventicn relation to i1ntarventian on  the

h Sea in Case of 0Oil Fulltion Casualties, 13a% ).
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Fada prinsigpnya konvensi ini menggaris bawahi men-—
vangkut hak neEgara pantal untuk  mengamzil  tindakan—tindakan
dalam mengamankan pencemaran diakibatkan polusi minvak di laut
lepas; antara lain berisikan pokok-oaokok sebagal berikuit s

~- Mengatur kecelakaan di lautan vang menyvebabkan polusi iaut

oleh " persistens oil " =xja.
- BRerlaku juga bagi kapal-kapal dagang s=rta memberikan  hab
kepada perserta untubk mengambil tindakan—tindakan ai  laut

lepas vyang dianggap perlu untuk mencegah, menghilanghkan
atau menghalangi bahaya vamg besar, yang timbul di  dasrahb
lepas pantainva.

- Ferlu mengadakan kaonsultasi lebih danulu  dengan negars—
negara dalam bertindak serta tindakan tersebut  harus
szbanding dendan pencemaran vang timbulkan. (Syamin. &k, S.H.
1583. 140).

IT. Fonvensi-konvensi Yang Bersifat FRegional.

Dengan semakin besar kerusabkan linmngkungan laut

sebagail akibat dari kegiatan—kegiatan dalam pemaniaatan sumber

kekayaan dari kegiatan—kegiatan dalam pemanfaatan sumber
kekayaan, dengan menggunakan peralatan vyang besar sarta

gsemakin besar pembuangan limbah industri dari darat kelaut,
sehingga menimbulkan pencemaran, vang dapat merusak ekosistem

kenidupan.

nal  Tetap:
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uga dalam  kawasan Fegional, ocaik dalam  bentul keriasama




maupun dalam bentuk koordinasi antara nNegara dalam beberac

Lt

g@Erjanjlian sEoagal bDerikut
=1 Convention the Frotection Marine of the Marine Environment

a¥ the Baltic Sea Area, 1974

o

@ Bercelona Conterence on the Frotection of the Environ-
ment of the Menetterrainian of 1979:

e Agrement between Denmark, Finland, Morway, and Sesasn
corcerning Co-operation to Ensure Compliance with tns
FRequlation for Freventing the Follution or thne Sea by o©il
(19&7)3 and.

d. Agrement Corcerning Follution of the North Sea by 0il,
(Bohn 1%69).

kedua perjanjian kerjasama tersebut diatas merupakan
suatu  langkah pengaturan menyvanagkut polusi  vang disebabkan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber minvak di  dasran
lepas pantai maupun kegiatan lainnya di wilayah kKawasan Eropa,
agar tidak meninggalkan pencemaran. pada akhirnya mempengaruhi

kepentingan warga masvyarakat Eropa. (Syamin. A.K.3.H, 1988.

141) .

Di samping 1ituw. di Asia Tenggara Jjuga terdapat
kerjasama antara anggota menyanckut masalah penanggulangan

ODENCEemAaran di wilayah perairannya. antara lain sebagal

berikut =




&. Tripartite Cocperation {(Indonesia. Malavsia agan Zingsporsly
Dalam canum 1981,

Yang pada garis besarnya 11 darl perjanjian

il

N dencan pengaturan

it
m
~
ut

2but menyanghkut peraturan vang bartali

i

lalu lintas di perairan Selat Malaka dan Zingasore merupskan

wrusan bersama gari ks tiga negara balk dalam hal  koordinasi
untuk  navigasi vang melalui Selat Malaka, kesslakaan kapal

serta pencemaran yvang diakibatkan tumpahan minvar Daik  dari
atas kapal sengaja maupun tidak di sengaja serta  cembuangan
limbah industri dari dgaratan di ketiga negara tersshut.
(Frot. DR. Mochtar kKusumaatmadja,S.H.LLM. 19%91. 110).
b. ABEAN Cooperation;

Suatu perjanjian dalam penangaulangan polusi di
perairan yang diakibatkan adanya aktititas eksplaorasi dan

eksploitasi minyak dan gas bumi, pembuangan sisa limobah indus-

tri serta tumpahan minyak, baik ssngalja maupun tidak darl atas
kapal vang meliputi perairan di kawasan Asia Tenggara. Hal
tersebut di ambil karena semakin banyak ditemukan ladang
minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai HKawasan Asean.
serta lstak kawasan Asean sangat strategi, (mempercepat dan
mengurangl jarak dari dan ke tempat tujuan). Ferjanjian kerja-
Tripa

sama ini merupakan kelanjutan dari perjanjian

(Fro+. DR. Mochtar Eusumaatmadia 1991. 119).
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C. Asia Fasific Cooperation:

Merupakan gerjanjian ksrjasama antara neEgara-negars

di kawasan Asia Fasific. Fadse kesimpulannya perJanjian ini
berisikan ketentuan—ketentuan menvanghkut pencemaran vang

diakibatkan oleh pembuangan limbah industri darl negara-negsara
maju, akibat dari percobsan senlata nwerlir dari Sasar laut  di
wilayah perairan serta pembuangan dari atas Hapa

mengakibatkan kerusakan ekasistim Lingeungan Hikawasan

tersebut. (Dr. M.Daud Silalahi, 1991.5).

d. The Asian—African Legal Concultative Commitze (AALCCH

Suatu bentuk kerjasama antars neEgara—-negara Asla dsn
Afrika, dalam memoerikan cantuan menvangeut peEncemaran  beik
dalam bentuk latihan maupun pemberian peralatam untuk turut
serta secara langsung menanggulangi penceganan w=2lzstarian
lingkungan laut sebagai akibat kecelakaan kKapa:. pEMDUANgAan
limban industri maupun aktifitas explorasi dan minyak dan das
bumi. (Frof. DR. Mochtar Kusumaatmadia, S.H. 19%1. Z28).
Bertolak dari beberapa konvensi-konvensi baik vang
bersifat Internasional maupun regional, bagi Femerintan
Indonesia menvangkut dengan ketsntuan—ketentuan hukum  yang
berhubungan dengan pencemaran sejak kemerdekaan hinggsa
sekarang Jjuga diatur. Unptuk itu maka dibawah ini cenulis  akan
menguraikan beberapa Undang-undang maupun ketentuan-ketentuan

Masional seliak bemerdekaan  hingga ntara  lain

U
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1. Het Reedensreglement of 1725 (S5G. 17Z35/500 as amendending
1F9E7 /7257, 1330/38).

2. Looddienst Ordenntie of 1927 (86, 1927763,

. Fetrolsum opslag Ordennatie ot L1327 (50, 127/199 as
amanded in 1927/547, 1930/3%2, 1931/16&8, 1935/37, 1940/25%).

4. FPetrolesum apslag Verordening of 1227 (1927/200, as amended
in 1927/482; 1827/435, 1929/30, 1931/371i, 1921/510, 1955/80
dan 194G/1350) .

3. Fetroleum Verveoer Ordenantie of 1927 (8G6. 1227/14)

b. Fetroleun Vervoer Verordening of 1228 (5G. 1928/144, as
amended 1in 1F40/82, 1947/90G).

7. Mijmpolitie Feglement of 1930 (8G. 1230/ZT14: whicn
later on 1= regulated by the wmines Regulation Nomar
G4/F/MFertb. 1973,

(Syamin.A.k,S.H. 1988. 128).
Fesemuanya tersebut diatas merupakan retentuan-
ketentuan hukum yvang merupakan produk dari Femerintah Hindia

Belanda, sedangkan ketentuan—ketentuan vang merupakan produk

bangsa Indonesia setelah kemerdekaan adalah sebagail berikut :

1. Undang-Undang MNaomor 44 tahun 17460 tentang Fertambangan
Minyak dan Gas Bumi.
Fada garis besarnya mengatur tentang perbatasan pekeria
bagi pemegang buasa pertambangan di  tempat-temapt di
wilayah perairan laut Indonesia.




4,

Burat Fkeputusan Gubernur kKepala Daeran kKhusus Ibukota
Jakarta Nomor Ed. 15/4/32&/70 tentang larangan bagi kapal-
kapal tangki untuk membuang minyak ke atas parmubksan i
laut di sekeliling gqugusan kepulauan Seribu.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1271, tentang perusahaan Fer-
tambangan Minyak dan Gas Bumi.

Fada intinya berisikan pengawasan pekerjaan dan pelaksanzan
ocengusanaan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi
oroduksi, keselamatan kerja dan kegilatan—-kegiatan lainya
vang menyangkut kepentingan umum di  wilayah parairan

Indonesia.

Undang~Undang Nomor 1| tahun 1973, tentang Landas Kontinen
Indanssia.
Juga mengatur tentang psngaturan penceganan pencemaran laut

di wilayah perairan Indonesia vakni terdapat dalam pasal 8

vang berbunyil sebagai berikut :

" Felaku dari pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan
mengadakan penelitian ilmiah kelautan terhadap sumber-—
sumber  alam di landas kontimen. diwajibkam untuk  meng-
amil langkan—langkah sebagai berikut :

a. Mencegah terjadinva pencemaran air laut di lanaas

kontinen dan wdara diatasnva.

b. Mencegah meluasnyva pencemaran di willayan perairan.
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Fengaturan Menteri Fertambangan Nomor 4/FM/Fertambangan

1972 tentang pencegahan dan oEnanggulangan FENCEMaran
Ferairan dalam kegiatan Eksplorasi dan Ekesploitacsi Minyak
dan bas Bumi.

Faaa primsipnya  Hetentuan  inl gerlaku opada i1nstalasi

mn

pengeboran minyak dan gas bumi di daeran lepas  pantail
landas kontinen, tidak menyangkut pengangsutan, olsh kersna
hal ini diatur dan Wewsnang Departemen Fernubungan.
Instalasi Direkiturat FPsrtamina nomor Q7/instr/FSH/ALTFT7E.
Fada prinsipnya instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh
armada kapal-kapal pengangkut minyak balk milik Fertamina
maupun milik swasta yang dikontrakkan dalam penganghkutan
hasil produksi minyak. Tujuannya adalan untuk mencegan
terjadinya pengotoran laut dari tumpahan minyak dari kapal-
kapal armadanya baik dalam daerah perairan pDelabuhan
seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dalam hal ini nankoda
diwajibkan mengadakan pemeriksaan dan penelitian tT2ntang
kemungkinan adanya minyak kotor yang akan di buang., dan
mengatur cara pembuangannya menurut peraturan  yang  telah
ditentukan.

Surat FKeputusan Direkitur Utama Fertamina Nomor IF0/Epts/
DR/DU- 1974, tentang Feraturan—peraturan Umum Fenceaahan
Fencematr an.

Fetentuan 1ni pada prinsipnva cukup ldas  gan Terperincil,
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mengatur  hal—-hal menyanghkut pemantaabtan  sumber Hi

laut mulail dari eksploitasi dan produksi, peEngalanan dan

petro kimia, pelabubhan/terminal. perkapalan perbekalan
dalam negeri, kesehatan dan tindakan darursat bila Terjact
tumpuhan minyai.

Feraturan Femerintah bdomor 17715974 tentang Feangawasan

Felaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minvak dan bas Bumi
di Dasrah Lepas Fantai.
Fada prinsipnva keterntuan ini mengatur beberaca nal YEanNo

berkaitan dengan pemantaatan kebavaan minvak dan Sas  Bumi

di Daerah Lepas Fantal Ferairan Indonssia.

Di dalam pasal 14 dari Fer

fH]
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intan dNomor L7

Momemer

P

mengatur masalah pencemaran yang LQerbunvi o

- Ferusahaan dilarang mengakibathkan terjaginya pencemaran
pada air laut, air sungai., pantail dan wdara dengan minyak
mentah atau hasil pengolahannya, gas.yang merusak, ST
yvang mengandung racun, bahban ratic aktif; barang yang
tidak terpakal lagi ssrta barang vang kelebinan lainnva.

- fApabila teriadinva pencemaran., pengusana diwajibkan untuk
menanggulanginva.

Undang-Undang Nomor 2 tabhun 1983, tentang Iona Ekonomi

Eksklusif Indonessia.

Menvangkut dengan pencemaran, fal ftzrseout diatur dalam

pasal & wvang GSerbunyl seDagas ber




- Barang siapa melakukan kegilatan-kegilatan di Zonma Ekonami
Eksklusi+ Indonesia wajib melakukan langkah—langkan
mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangl

pencemaran lingkungan wilayah perairan laut.

- Fembuangan di Zona Ekonomi Eksklusi+ Inconesia  hanva

dapat diperolesn izin dari Pemerintan Republik Indonesia.

Di samping Undang-Undang maupun Feraturan-Feraturan Vana
berlaku dan oleh Femerintah hanva mengikat pada DbDidang

Departemen Fertambangan. juga ada Ketentuan—ketentuan ruang
lingkup berlaku luas vakni

Undang—-Undang Nomor 4 tahun 1732, tentamg Kelentuan—kstentuan
Fokok Fengolahan Lingkungan Hidup (LN tahun nomar 12, TLM

nomar E218).

Mengingat " Felestarian dan Fengolanan Lingkungan
Hidup vang diatur secara sektoral " antara 1ain sebagsil

Heribkut di dalam pasal 7 :
- Sstiap orané vang menjalankan suatu badan usahs
waiity memelibhara Felestarian Linghkungan Hidup
Yang serasl  dan seimbang  umtuk  menunjang pem-—
bangunan vyang berkesinambungan.
- kKetentuan—kententuan mengenal kewalibam—kewajiban
tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-—

undangan.




Sebagal peraturan pelaksanaan Undang-uUndang Momor 4

n

tahun 1982 adalaih

Faraturan  Femerintah Nomor 29 tahun 1984 tentang analisa
Mengenail Dampak  Lingkungan (LN tahun 179256 Nomor 42, TLN
nomor  3338) yang selanjutnyva dilaksanakan dengan peraturan
peiaksanaan, berupa Keputusan—keputusan Menterl Hependudukan
dan Lingkungan Hidup dengan Nomor vakni

FEF-4%/MEN ELH/&/1978 tanggal 4 Juni 1978 tentana Fedoman
Fenentuan Dampak Fenting.

FEP-SO/MEN KLH/&/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Fedoman

Fenyusunan Analisa Dampak Lingkungan.
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FEF-S1/MEN KLK/&/1987 tamggal 4 Juni 1987 tentang
==
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Fenyusunan Studi Evaluasi Mengemnai Dampak Lin
KEP-3Z/MEN KLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Batas
waktu Fenyusunan Studi Evaluasi Mengenai Damoak Lingkungan.

KEF-SZ/MEM KLHA/&/1987 tangogal 4 Juni 1987 tentang Fedoman

Susunan Feanggotaan dan Tata EKeria Komisi.

Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan

(&1}

Hidup Nomor OIZ/SE/MEN HLH/&/1987 tanggal Juni tentang
Frosedure Fenangguiangan kKasus Fencemaran dan Eerusakan
Lingkungan Hidun.

Feputusan Menteri  MNegars Hespendudubkan dan Lingkungan Hidum

Momor  OZ/ MEN HLH/1/1788  tanggal 19 Januari 1933 tentang

Fedoman Fenetapan Baku Mutu Lingkungan.




- Keputusan Mentsri Negara Eepenogudukan dan Lingsungan Hidup

Mamaor OIZ/MEN HELH/TTI/179%1  tanggal L Feoruari 15791

i
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ang

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang 3Sudan beropsrasi.

I
s

Dengan adanya oeberapa Undang-Undang, FeirAaTUran
Femerintah vyang menyangkut pemanfaatan kekavaan laut serta
pencegahan, penanggulangan serta operlindungan kelestarian
lingkungan secara tidak langsung memberikan batasan-batasan

serta tindakan—tindakan wntuk menyelamatkan kelestarian

lingkungan wilayah perairan Indonesia.




BAR 3

FESIMFULAN DAN SARAN.

Sal Kesimpulan.

i}

e
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Behubungan dengan uraian—uraian penulis pada bab-—b

sebelumnya, maka bagian ini pernulis akan memberikan beberapa

i
ot

kasimpulan daril kessluruhan pembahasan matsri, apTara lain

cabagal berikut:

L., HMemberi defenisi pulaw buatan tidaklabh  madans,

karena terjadinya suatu pulau yvang terkadang bissa

]

dikategorikan ssbagai pulau vang Ta2rbentuk SECEFS
alamiah. Akan tetapi instalasi pengoboran minvak
dan gas bumi dan sarana lainnya dapat dikaTsgori-

kan sebagai pulau Buatan karena merupskan  hasil

[

ciptaan manusia dengan cara DpeEmancangan  tiang
komstruksi beton ataw baja ksdalam dasar laut
szrta dapat dihuni olen manusia.

2. Dimaz=a mendsatang pembangunan pulau buatan dan
instalasi akan tetap dilaksamakan olsh negara-—
negara di daerah lepas pantai, sebgai langhkah
untuk mengantisipasi kepadatan pendudulk, lokasi
industri =s=erta pemanfaatan sumber daya laut, vang

gitunlang alen kemaluan fTeknologl peEnamlangan

dimulai dari ekszplorasi hingga ekeploitasi. Dz
. + + ' .
samping itu keberadaan oulaw  ouatan mauoun
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it

instalasi di daesrah lspas pantal idak menambah

wilayan negara  pantal.
Negara pantai mempunysi vyurisdiks: sehubungan

pembentukan dan perorganisasian pulau buatan  dan

instalasi di1  ZEE, untuk i1tw nak dan kewajloan

terhadap Negara pantal perlu diterapean geCarsa
efaitir, sehingga tidak menimoulkan damo sk
negatif beruoa kez=elamatan JaLur nelavaran,
pencemaran dan gangguan stabilitas kEamanan

wilavah pantal nasicnalnva.

Dengan adanya wvyurisdiksi terfnadap pulau bustan

dan iastalasi di  ZEEI Faemerintan IndonssLa
menerapkan yurisdiksi Nasional di kedua pihak

garana  tersebut, merupakan suatu tindakan teoat
dalam usaha menciptakan stabilitas keamanan
nasional di wilayah peraitrannya.

Menyadari bahwa pelaksanaan eksplorasi maupun
2ksploiltasi minyak dan gas bumil di dasrah lespas
pantai, merupakan sumber polusi  terbesar ail

wilayan perairan, maka sejak dahulu setiap negara

mulal mangeluarkan ketetapan—ketetapan Yano
berzi+fat  masional, mengatur masalah  penceganan
dan penanggulan pencemaran lingkungan laut.




5.2 S ar an.
Selanjutnya penulis akan mengemukakan beperapa saran
antara lain:

1. Dalam pemberian izin unituk mendirikan dan mengopers

i
1]
-
1.
i
=2

pulauw buatan dan instalasi—instalasi, perlu negara pantail
mengetahul maks=ud dan tujuan didirikannva kEsdua Sarana

tersebut, serta perlu pengontrolan agar tidak disalangune-
Lan, sasual dengan gersetujuan dari perlaniian yvang pada
akhirnya tidak mengganggu stabilitas keamanan n2garanys.

2. Mengingat bahwa sesuai dengan UU.Nomor I tahun L1987 dalam
pasal 8 (1) serta pasal 7 dan 8 UU Nomor 4 tahun 1982

tentang Fengelolaan Lingkungan Hidup Secara Sektoral.

DY)

dilakukan oleh Departemen teknis sesuai bidang tugasnya dan

tangagunms Wwalbh masSing-masing, maka seyogianva SEgera

J

i8]

disusun:
2. Negara asing perlu malaksanakan hak dan kewajibannya sesual

dengan isi perjanjian kerjasama dalam pemDangunan,; pPeng—

opErasian pulau buatan dan instalasi vang telah disepakati

oleh kedua pibak. Hal tersebut perlu diperhatikan, SURAaYS

tidak meEnimbulkan masalah di kemudian harl vang dapat
mengganggu  kerjasama  tersebut.
4, Suatw negara pantzil perlu mengetabhui  oulaw  ouatan dan

nstalasi vang diusanhakan dan dioperasikan oleh wilayah

Al

leoaz pantai, akan dibuat dengan menggunakan kontruksi Dalk




o

dari dalam bentuk penimbunan dengan batu krikil serta tiang

beton dan baja Yang dipancang kedalam dasar laut,
sehingga tidak mengganggu ekosistim makhluk hidup di
laut. '

Femerintah F.I perlu mengambil langkah—langkah, sabab

pengusahaan dan pengoperasian pulau buatan dan instalasi di
lepas pantai baik untuk kepentingan e2ksplarasi dan
eksploitasi minyak dan gas bumi maupun sumber daya alam
lainnya. Yang berikan izin kepada negara asing =gar bisa
tetap haragai tersedianya semua biaya kesinambunogan dem:

kepentingan anak cucu di masa vyang akan datang.




L UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1983

(CI‘I[.‘I.Hg

ZONA CKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONISIA,

Bahwa p-ada. tanggal 21 Maret 1980 tclah dikeluarkan
Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang
Zona Ekonomi Indonesia:

Bahwa peningkatan kescjahteraan bangsa dengan me-
manfaackan segenap sumber daya alam yang rtersedia,
baik hayaci maupun nonhayati, adalah tujuan dan
tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;

Bahwa untuk mencapai tujuan cterscbut, sumber
daya alam yang terdapac di dasar lauc dan tamah di
bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi

dan dikelola dengan cara yang tepac, terarah dan bi-
jaksana;

Bahwa semua kegiatan penelician ilmiah mengenai
kedaulatan di perairan yang berada di bawah kedau-
lacan dan yurisdiksi Indonesia harus diacur dan dilak-

sanakan untuk dan sesuai dengan kependingan Indo-
nesia;

Bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di

bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia
harus dilindungi dan dilescarikan;

Bahwa scgenap sumber daya alam hayaci dan non-
hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia  baik  potensial maupun cfekeif  adalah
modal dan milik bersama bangsa Indonesia sesuai
dengan Wawasan Nusantara:

L.

Babwa baik prakeek negarn manpai Konvensi Hokam

Laut yang dihasilkan olch Konperensi Perserikacan
Bangsa-Bangsa tenrang Hukum Lauc ketign menunjuk.
kan telah diakuinya regime Zona Ekonomi Eksklusif



Mengingat

sclebar 200 (dua ratus) mil laut scbagai bagian dari
Hukum Laut Internasional yang baru;

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas

perlu  ditetapkan undang-undang scbagai landasan

bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yuris-
diksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

1.

12

Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20 ayar (1). dan
pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:
Keterapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repu-
blik [ndonesia Nomor [1/MPR/1983 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara:

Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1942):

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960
tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133 Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 2070):
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-kctentuan Pokok Perrambangan (Lem-
baran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2831 )

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang
Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2294 );

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum  Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketencuan-ketentuan Pokok Pcngciol:mn Lingkung-
an Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor
12

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

d."m
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9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Kctentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Ta-
hun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3234).

Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menctapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI

EKSKLUSIF INDONESIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

d.

Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tum-
buhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut
dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif [ndonesia;

Sumber daya alam nonhayati adalah unsur alam bukan sumber
daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawah-
nya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air,
ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia;

Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan
untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya
yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosis-
tem laut di Zona Ekonomi E'sklusif Indonesia.




BABII - - °
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 2

o :
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditecapkan berdasarkan
unclang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi
dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar
200 (dua ratus) mil lauc diukur dari garis pangkal laut wilayah Indone-
sia.

) Pas*d 3

(1) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih
dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya sa-
ling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas

7.

Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara terscbuc

~ ditecapkan dengan persemjuan antara Republik Indonesia dan
negara yang bersangkutan. -

(2) Selama persctujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum

ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu diper-

timbangkan, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia

dan negara tersebuc adalah garis tengah atau garis sama jarak
antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau cicik-cicik
terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau cicik-
titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebuc
‘telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang
berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia cer-

maksud.
_ BAB 111 :
HAK BERDAULAT, HAK-HAX LAIN, YURISDIKSI DAN
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indon..sm, chubhk Indones:a mem-
punyai dan melaksanakan:




(2)

(3)

(1)

a. Hak berdaulat untuk melikukan cksplorasi dan ekploitasi,
‘pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-
hayati dari laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan
kegiatan-kegiatan lainnya - untuk eksplorasi dan eksploitasi
ckonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air,

~ arus dan angin; . ‘

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-
instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;

2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan; _

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan
Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah dibawahnya,
hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan me-
nurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia,
persetujuan-persetujuan antara Republik [ndonesia dengan negara-

negara tetangga dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional:

yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan
penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel
dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum

Laut Internasional yang berlaku.

BAB IV
KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4 ayat (2), barangsiapa
melakukan eksplorasi dan/atau cksploitasi sumber daya alam atau
kegiatan-kegiatan lainnya untuk cksplorasi dan/atau cksploitasi
ckonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari
Pemerintah  Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan
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internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksa-
nakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasio-
nal tersebut.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), cksplorasi dan/
atau cksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan
tentang pengclolaan dan konservasi yang ditctapkan olch Pemerin-
tah Republik Indonesia.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4 ayat (2), cksplorasi
dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan
hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah
tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indone-
sia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk
memanfaatkannya.

Pasal 6

Darangsiapa membuat danfatau menggunakan pulau-pulau buatan
atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekono-
mi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik
Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penclitian ilmiah di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari ‘dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syamt yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

(1) Barangsiapa meclakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk men-
cegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran
lingkungan laut.

(2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Republik In-
donesia.

?9-




BAB YV
GANTI RUG I

Pasal 9

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang tertentangan denpan
ketenmuan-ketentuan peraturan perundanyg-undangan Republik Indone-
sia dan Hukum Internasional yang berealian dengan pulau-pulau buatan,
instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul
tanggung jawab dan membayar gantirugi kepada pemilik pulau-pulau

buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.
Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 7, barangsiapa di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang ber-
tentangan dengan ketentuan-ketentoan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia dan Hukum Internasional yang berlaku di bidang
penclitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian,
wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganticugi kepada Repu-
blik Indonesia.

Pasal 11

{1} Dengan tidak mengorangi ketentuan pasal 8, dan dengan memper-
hatikan batas gantirugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona
Ekonomi Eksklusit Indonesia’ menycbabkan terjadinya pencemar-
an lingkungan laut dan/acau perusakan sumber daya alam memikul
tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkung-
an laur danfatau sumber daya alam tersebue dengan segera dan

dalim jumlal yang memadai.

(2)  Dikccualikan dari tanggung jawab mudak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapac membukeikan babwa
pencenaran lingkungan laue danfacau perusakan sumber daya ter-

scbut terjadi karena:

a. akibac dart suato peristiwa alam vang berada v fuar kemam

I)'Ll.l LR R TN
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b. kerusakan yang seluruhnya actau sebagian, discbabkan olch
perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

(3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibac
pencemaran  lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya
alam ditetapkan berdasarkan hasil penclitian ckologis.

Pasal 12

Ketentuan tentang batas, gantirugi maksimum, tata cara penclitian
ckologis dan penuntutan gantirugi tersebut dalam pasal 11 diacur
‘dalamn peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20.

BAB VI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi
dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang,
dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum scsuai dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

(2) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga
melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan-
nya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana
perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;

(b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebur harus dilakukan
secepat mungkin dan tidak bolch melebihi jangka waktu 7 (cujuh)
hari, kecuali apabila terdapat keadaan force mzjeure;

(¢) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam
pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kirab Undang-undang
Hukum Acara Pidana.
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(3)

(1)

Pasal 14

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesiz idalah Perwira Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut yang dtunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata
Republik indonesia.

Penuntut Umum ad::h Jaksa pada Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam aya: |3).

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ke-
tentuan undang-und:ing ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliput: pelabuhan di mana dilakukan penahanan
terhadap kapal danfatau orang-orang scbagaimana dimaksud
dalam pasal 13 hurus a.

Pasal 15

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang
yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhaday
undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang di-
kelvarkan berdasarkan undang-undang ini, dapac dilakukan setiap
waktu sebelum ada keputusan dari Pengadilan Negeri yang ber-
wenang.

Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan
sejumlah uang jaminan yang layak, yang penctapannya dilakukan
oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan
dengan ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 6, dan pasal .7 dipidana
dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,— (dua
ratus dua puluh lima juta rupiah).

Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan
terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam

ayat (1).
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(3) Barangsiapa dengan sengaju meclakukan tindakan-tindakan yang
menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya
lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
diancam dengan pidana scsuai dengan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
Pasal 17

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan rindak-
- an-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada wakrtu
dilakukan pemecriksaan, dipidana dengan pidana denda scringgi-tinggi-
nya Rp 75.000.000,-- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17
adalah kejaharan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan yang mengatur mengenai cksplorasi dan cksploitasi
sumber daya alam hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya un-
dang-undang ini, tetap berlaku sampai ada perubahan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan
undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
(1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diacur

lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Peraturan Pemecrintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan




PRESIDEN REPUBLIK INIJONESIA

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOIL 5 TAHUN 1983
\ tentang
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

[. Umum

Scjak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya
arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan
Nusancara dalam rangka meningkatkan kesejahiceraan bangsa Indone-
sia dcngan‘-mcm:mf;latk:ln scgenap sumber daya alam baik havati mau-
pun nonhayati yang terdapac di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Berhu-
bung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi
kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebucuhan
protein hewani bagi rakyac Indonesia serta kepentingan nasional di
bidang pemanfaatan sumber daya alam nonhayati, perlindungan dan
pelestarian ]ingkungan laut serta penclitian ilmiah kelautan, Pemerintah
Republik Irdonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan
Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Regime Hukum [nternasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif
telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konperensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut keriga dan prakeek
negara (State practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
ncgara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati
di dekat pantainya oleh kegiacan-kegiatan perikanan berdasarkan
regime laut bebas.

Di samping itu Zona Ekonomi Eksklusif juga ditnaksud untuk melin-
dungi kepentngan-kepentingan negara pancai di bidang pelestarian
lingkungan lauc serta penelician ilmiah kelautan dalam rangka meno-
pang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan
kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulac uncuk
cksplorasi dan cksploitasi sumber daya alam yang terdapac di Zona
Fhonomi Cksklusif dan yurisdikst yang berkaitan dcngnn pclnksnn:um
hak berdaulac tersebut. Sclain daripada ite Indonesia beeckewajiban

pula uncuk menghormaa hak-hak negaca lain i Zona Ekonomi Fhs

85.




1
(]

klusif-nya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta
kebebasan untuk  pemasangan kabel dan pipa bawah lauc di Zona
Ekonoini Eksklusif.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber (‘1‘W1 alam
hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan
Konvensi Perscrikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut negara lain
dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang
Indonesia belum sepenuhnya memanfaackan sumber daya alam hayati
terscbut. Di samping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok ke-
bijaksanaan di atas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, asas-asas
dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan
dalam suatu undang-undang agar supaya terdapar dasar yang kokoh bagi
pclaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-ke-
wajiban dalam Zona Ekonomi }:LskIUSIfd"l:\ dengan demikian tcrcwp'u
pula kepastian hukum,

Berhubung dengan itu disusunlah Undang-undang tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang mencrapkan hak berdaulac, hak-
hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia
dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Undang-undang ini menetapkan
ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut
dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan lainnya.

[1. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-
undang ini adalah sama artinya dengan iscilah sumber daya perikanan
dalam ketentuan peracuran perundang-undangan perikanan.

Pasal 2
Pasal ini menegaskan dan mengukubkan definist geografis Zona Eko-
nomi Eksklusif Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Peme-
rintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif [ndonesia
tcrtangg-tl 21 Marec 1980.
Pa.ml J

ayat (1), Cukup jelas.

ayat (2)
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Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak diguna-
kan untuk mencrapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara
Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-
keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan schingga tidak me-
rugikan kepentingan nasional. Keadaan khusus tersebut adalah
misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak
dalam jarak kurang dari 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal
untuk menctapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 4

Ayar (1)

Hak berdaulac Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini
tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh
yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah,
perairan Nusantara dan pcrairan pedalaman Indonesia. Berdasar-
kan hal terscbut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi
yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Repu-
blik Indonesia tersebut. Hak-hak lain berdasarkan Hukum Inter-
nasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan
penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang
melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  peraturan
perundang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eks-
klusif. Kewajiban lainnya berdasarkan Hukum Internasional adalah
kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati  hak-hak
negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan
(freedom of navigation and-overflight) dan kebebasan pemasangan
kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut {frcedom of the laying
of submarine cables and pipelines).

Ayat (2)

Ayat ini menentukan, bahwa scpanjang menyangkut sumber daya
alam hayati dan nonhayati di dasar laut dan tanah di bawahnya
yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia hak berdaulac Indonesia dilaksanakan dan diatur berda-
sarkan-peraturan-perundang-undangan Indonesia yaitu berlaku di
bidang landas kontinen serta persetujuan-persctujuan internasional
tentang landas kontinen yang mencntukan batas-bacas landas kon-
tinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantai-
nya saling bechadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.
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Ayar (3)

Sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang berlaku
seperti yang tumbuh dari prakeek negara dan dituangkan dalam
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang
dihasilkan oleh Konperensi Perscrikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut ketiga di Zona Ekonomi Ekskiusifscl:iap negara, baik
negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan
pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang
berealian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasi-
an kapal-kapal, pesawat dan pemcliharaan kabel dan pipa bawah
laut.

Pasal 5 )
Ayat (1) _
Kegiatan uncuk cksplorasi dan/atau cksploitasi sumber daya alam
atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploi-
tasi ckonomis scperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan
angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus
berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan
kegiatan-kegiatan tersebur di atas yang dilakukan olch negara
asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetu-
juan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
negara asing, yang bersangkutan. Dalam syarac-syarat perjanjian
atau persctujuan internasional dicansamkan hak-hak dan kewa-
jiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mercka yang melakukan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona terscbut, ancara lain
kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Repu-
blik Indonesia. :
Ayat (2)
Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih
kembali, namun ddak berard tak terbatas. Dengan adanya sifac
sifat. yang demikian, maka dalam meclaksanakan pengelolaan dan
konservasi sumber daya alam !1:1yn:i,_l’hc_m_q'im::}} Republik Indo-
nesia menctapkan tingkac pemanfaatan baik di scbagian atau ke-
scluruhan dacrah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Ayac {3)

Dalam rangka konscevasi sumber daya alam hayadi, Indonesia




bcrkcwn_jiban untuk menjamin batas lestari (maximum sustainable
yicld) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia. ' '

Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebue, Indonesia
berkewajiban pula menctapkan jumlah tangkapan sumber daya
alam hayati yang ‘diperbolehkan (allowable catch). Dalam hal
usaha perikanan, Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaac-
kan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolchkan dan jumlah
kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, bolch diman-
faatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indo-
nesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tang-
kapan yang diperbolchkan ada 1000 (seribu) ton sedangkan
jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam
ratus) ton maka negara lain bolch ikut memanfaatkan dari sisa
400 (cmpac ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik
Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Penunjukan pada
pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis
sedenter (sedentary species) yang terdapat pada dasar laut Zona
Ekonomi Eksklusif tunduk pada regime landas kontinen (pasal 1
huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas
Kontinen [ndonesia). Oleh karena itu tidak tunduk pada keten-

tuan ayat ini.

Puasal 6

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak
eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan,
pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi
dan bangunan-bangunan lainnya. Di samping itu Indonesia mempunyai
yucisdiksi cksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan
bangunan-bangunan cterscbuc termasuk yurisdiksi yang berkaitan
dengan  pelaksanaan pchturnu perundang-undangan di bidang bea
cukai, fiskal, keschatan, kesclamatan dan imigrasi. Meskipun Indonesia
mempunyai yurisdiksi cksklusif tetapi pulau-pulau buatan, ineilasi
dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau
dalam arei -wilayah negara-dan-oleh karena_itu tidak memiliki laut
ceritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut
teritorial, Zona Ekonomi Eksklusil Indonesia atau landas kontinen

Indonesia.
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Pasal 7 -

Sctiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indone-
sia hanya dapat dilaksanakan secelah permohonan untuk penelitian di-
setujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila
dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sctelah diterimanya permohonan
tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan:

a.

b.

Menolak permohonan tersebut, atau

Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak
sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau

Bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek peneli-
tiannya yang terdahulu,

Maka suatu proyek penelician ilmiah kelaucan dapat dilaksanakan
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penclitian olch Peme-
rintah Republik Indonesia.

Pasal 8

Avyat (1)

Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia secara internasional didasarkan pada
praktek negara, yang sckarang teiah diterima pula dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, sedangkan
secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang
Nomor 4 Taliun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengélo-
laan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Pembuangan (dumping) di lauc dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan lauc, berhubung dengan itu perlu diatur tempac, cara

dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan

yang dibuang mclalui perizinan. Pembuangan meliputi pembuang-
an limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebab-
kan pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah yang biasa-
nya dilakukan olch kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Paxal 10 Cukup jl:[.’ls.
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Pasal 11
Ayac (1) -
chajlban untuk mcmlkul t:mggung jawab mutlak dan membayar
gantirugi’ jr_I;,;agx rchab:luasz lmgkungan laut dari/atau symber daya
alam da.la.m Jumlah yang mcmadal ini mcrupaka.n konsekuensi dan
kcwajzban untuk . mclcsnr:kan keserasian “dan’’ kcsclmbangan'
lingkungan, "Karena itu kewa_}:ban «ini mclckar pada barangsiapa
~.yang: melakukan perbuatan,tidak; ‘melakukan; pcrbuatan/membzar—
kan cerjadmya pencemarar lingkungan. laut ‘dan/atdu kerusakan’
sumber daya ‘alam.’ "Tanggung Jawab mutlak?’ - (strict liability)
berarti bahwa tanggung_jawab terscbut cimbul pada saat tcr_}adlnya
pencemaran lingkungan® laut aam"atau perusakan sumber daya
alam, tidak dapat dielakkan- dan scmra prosedural tidak diperlukan
upaya pembukeian lagi.
Ayat (2) cukup jelas.
Ayac (3) .
Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran
lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi
akan menentukah besarnya kerugian. Penclitian ekologis tentang
bentuk, jenis dan. besarnya kerugian tersebut dilakukan olch
sebuah tim yang cterdiri dari pihak pemerintah, pihak penderica
dan pihak pencemar. Tim’ dlmaksud aLan dibentuk secara khusus
untuk tiap-tiap kasus.

Pasal 12
‘Cukup jelas

Pasal 13

Terhadap kapal- kapai dan/atau orang-orang yang dlduga melakukan tin- -
dak pidana berdasarkan bukti permu!aan yang cukup di laut khususnya
bagi kapal dan/atau orang-orang yang ‘berkebangsaan asing -dapat dilaku-

kan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan pcnangkapan atas °

kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut. ‘
Terhadap kapal-kapal dan/atau orang—orang yang bcr}ccbangsaan Indo-
"“"nesia dapat diperintahkan (perintah ad hoc) ke suatu pelabuhan acau.
pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk - diproses lebih



lanjut. Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapac dilaksanakan
sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditceapkan dalam Un.
dang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ctentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari.

Olch karena itu untuk tindakan penangkapan di laue perlu diberi
jangka waktu yang memungkinkan para apacat penegak hukum di laue
membawa kapal dan/atau orangorang terscbut ke pelabuhan atau
pangkalan.  Jangka wakeu maksimum wujulr hari dianggap  sebagai
jangka waktu maksimal untuk menarik/menyerer sutu kapal dari
jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke
suatu pelabuhan atau . pangkalan. Ketentuan n'.cnlgcnai penahanan
terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diacur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak
pidana. terscbut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat
memproses perkaranya lebih lanjut.

Berhubung dengan hal tersebue, sekalipun ancaman pidana yang
dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi
scbagai kejahatan, maka cindak pidana tersebue perlu dimasukkan
dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 ayac (4)
huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

-

.
Pasal 14

Ayac (1)
Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesid

Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah mi-

salnya Komandan kapal, Panglima Dacrah Angkatan Laue, Koman-
dan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Lauc. Penctapan
Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai penyi-
dik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan
ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pertabanan  Keamanan
Negara Republik Indonesia dan pasal 17 Peraturan Pemerineah
- Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang  Hukoam
Acara Pidana.

Ayac (2) cukup jelas.

Ayac (3) cukup jelas.
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Pasal 15 : o
Ayac (1)
Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang
yang ditangkap karena diduga melakukan pclanggaran, "sesuai
dengan praktek yang berlaku, dapac ‘diajukan olch perwakilan
negara dari kapal asing yang bersangkutan, ‘pemilik, nakhoda
atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubung-
an kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut.
Ayat (2) © ' '
Pencrapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga

. kapal, alac-alac perlengkapan dan hasil dari kegiatannya dicambah

besarnya jumlah denda maksimum.

Pasal 16

Ayac (1), cukup jelas.
Ayar (2), cukup jelas.
Ayat (3), cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
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